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LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

I. Dasar Hukum

a.

b.

Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Bagian Keenam Pasal 18 dan 19;

Rekomendasi Kementrian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil
Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja
(PK) yang telah ditanda tangani sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja
pihak yang berjanji. Selain itu perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja
(PK) kedalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen
untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan
atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ~ Nomor
2049/SEK/SK/XI11/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VI1/2022 tentang Pedoman

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan
Di Bawahnya

II. Capaian Kinerja
Hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan I Tahun
2025:
No. Sasarafl Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian
Strategis
1 | Terwujudnya 1 | Persentase Perkara Perdata yang
Proses Peradilan diselesaikan Tepat Waktu 90% 100% 111%
yang Pasti, 5T s Perkara Pid
Transparan, dan ersentase Perkara Pidana yang
Akuntl;bel diselesaikan Tepat Waktu 90% 100% 111%
3 | Jumlah Putusan yang
menggunakan Pendekatan 100% 100% 100%
Keadilan Retoratif.
4 | Persentase Perkara yang tidak
mengajukan  upaya hukum 85% 96,11% 113%
Banding
5 | Persentase Perkara yang tidak
mengajukan  upaya  hukum 90% 97.8% 107%
Kasasi

6 | Persentase Perkara anak yang
diselesaikan dengan Diversi 1% - -




7 | Indeks presepsi pencari

keadilan yang puas terhadap 95% 99,76% 105%
layanan peradilan

Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

2 | Peningkatan 1 | Persentase  Salinan  Putusan
Efektlyltas l?grkara. ‘Perdata _ yang 00% 100% 11%
Pengelolaan disampaikan ke para pihak tepat
Penyelesaian waktu.
Perkara 2 | Persentase  Salinan  Putusan
Perkara ~ Pidana = yang| ) pg, 100% 100%
disampaikan ke para pihak tepat
waktu.
3 | Persentase Perkara yang
diselesaikan melalui mediasi.
2% 5,5% 275%

Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

i | Persentase Perkara Prodeo

Meningkatkatnya yang diselesikan 100% 100% 100%
Akses Peradilan
3 Bagi Masyarakat | 2 | Persentase Pencari Keadilan
ke golongan tertentu yang o o .
Terpinggirkan mendapat layanan bantuan 1007 100% 100%
Hukum (Posbakum)

Raia - Raia f‘mmmn Kinor ;1 Sasaran Sirafoosis 3
Cineria Sasaran Strafegis 3

Meningkatkatnya | I | Persentase putusan perkara
Kepatuhan perdata yang ditindak lanjuti
terhadap putusan (eksekusi)

pengadilan

NA NA NA

Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Analisa Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan
Akuntabel
1.1 Indikator Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja ‘“Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu” adalah
perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang
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Triwulan I Tahun 2025 :




Jumlah Jumlah Jumlah
Perkara Perkara Perkara
Bulan Perdata yang | Perdata yang | Perdata yang | Target | Realisasi | Capaian
Putus dibulan | Putus Tepat | Putus Tidak

ini Waktu Tepat Waktu
Januari 3 3 0 90% | 100% 111%
Februari 7 7 0 90% | 100% 111%
Maret 10 10 0 90% | 100% 111%
Jumlah 20 20 0 90% | 100% 111%

Pada periode Triwulan I, jumlah perkara Perdata yang putus sebanyak 20 perkara dan
seluruh perkara perdata yang dapat diselesikan secara tepat waktu. Sehingga Realisasi
persentase perkara perdata yang diselesaikan secara tepat waktu untuk periode triwulan I
mencapai 111%.

1.2 Indikator Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu” adalah
perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara
pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. Berikut rincian perkara pidana yang putus
tepat waktu periode Triwulan I Tahun 2025 :

Jumlah Jumlah Jumlah
Perkara Perkara Perkara
Bulan | Pidana yang | Pidana yang | Pidana yang | Target | Realisasi | Capaian

Putus Putus Tepat | Putus Tidak
Dibulan ini Waktu Tepat Waktu

Januari 21 21 0 90% 100% 111%
Februari 37 37 0 90% 100% 111%
Maret 45 45 0 90% 100% 111%
Jumlah 103 103 0 90% 100% 111%

Pada periode Triwulan I, jumlah perkara pidana yang putus sebanyak 103 perkara dan
seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi persentase perkara pidana yang
diselesaikan tepat waktu mencapai 100% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan
sebesar 90%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Pelalawan telah bekerja sesuai dengan
SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian
perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan konsisten mewujudkan proses peradilan yang
pasti, transparan dan akuntabel.



1.3 Indikator Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif

Indikator kinerja “Persentase Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan
Restoratif” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif dengan
perkara yang diajukan untuk Restoratif. Berikut rincian perkara Putusan yang menggunakan
pendekatan keadilan Restoratif periode Triwulan I Tahun 2025 :

Jumlah Jumlah
Perkara yang | Perkara yang
Bulan diajukan diselesaikan | Target | Realisasi | Capaian
untuk dengan
restoratif Restoratif
Januari 0 0 100% 0 0
Februari 0 0 100% 0 0
Maret 1 1 100% | 100% 100%
Jumlah 1 1 100% | 100% 100%

Pada periode Triwulan I Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator Persentase Jumlah
Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif belum tercapai, hal ini
dikarenakan belum adanya pengajuan penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative.

1.4 Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding” adalah

perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, dengan jumlah
putusan perkara. Berikut persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding :

Jumlah Perkara yang Ju':i::j:;a;?d\;ing

Putus Dibulan Berjalan . Realisasi Target Capaian
(Triwulan 1) Mengajukan Upaya

Hukum Banding

103 99 96,11% 85% 113%

Pada periode Triwulan I Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator persentase perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah sebesar 96,11%. Hal ini menunjukkan
bahwa masyarakat pencari keadilan puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan
tidak melakukan upaya banding.

1.5 Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi” adalah

perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan jumlah
putusan perkara. Berikut persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi :



Jumlah Perkara yang

Jumlah Perkara yang
Putus dan Tidak

Putus(?:?x:jgnBsrjalan Mshzaigan Diay Realisasi Target Capaian
Hukum Kasasi
103 100 97,08% 90% 107%

Pada periode Triwulan I Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator persentase perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 97,08%. Hal ini menunjukkan
bahwa masyarakat pencari keadilan puas dengan putusan pengadilan tingkat banding dan
tidak melakukan upaya hukum kasasi.

1.6 Indikator Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi.
Indikator kinerja “Persentase perkara anak yang diselesikan dengan Diversi” adalah

perbandingan jumlah perkara diversi ysng dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara
diversi. Berikut persentase perkara anak yang diselesikan dengan diversi :

Jumlah Perkara anak
yang diajukan Diversi
(Triwulan 1)

Jumlah Perkara Diversi
yang dinyatakan
berhasil

Realisasi

Target

Capaian

- . . 1% .

Pada periode Triwulan I Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator persentase perkara
anak yang diselesaikan dengan diversi di Pengadilan Negeri Pelalawan belum dapat tercapai.
Hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk
melaksanakan proses diversi.

1.5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pengukuran Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan berpedoman
pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai
konversi interval IKM index harus > 80. Pengukuran menggunakan aplikasi Survey
Pelayanan Elektronik (SISUPER).



PENGADILAN NEGER! PELALAWAN
NILAI INDEKS

3,99/99,76 %

Periode 1 Januari 2025 sampai 31 Maret 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan mendapatkan Indeks Kepuasan
Masyarakat sebesar 99,76 % dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar
95%. Capaian kinerja Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah
sebesar 105%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah memberikan
pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan
peraturan perundangan - undangan yang mengaturnya.

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
2.1 Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para pihak tepat

Waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat
waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu, dengan
jumlah putusan. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2011 tentang
perubahan SE MA No.2 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Pengadilan yang
memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan dalam waktu 14
hari sejak putusan diucapkan.



Jumlah Salinan | Jumlah Salinan
Perkara Putusan Putusan
Perdata Perkara Perkara
Bulan yang Perdata yang Perdata yang Target | Realisasi | Capaian
Putus dikirim ke Para | dikirim ke Para
Bulan Ini | Pihak Tepat Pihak Tidak
Waktu Tepat Waktu
Januari 3 3 0 90% 100% 111%
Februari 7 7 0 90% 100% 111%
Maret 10 10 0 90% 100% | 1%
Jumlah 20 20 0 90% 100% 111%
ot Sl Jumlah Salinan
Perkara Putusan
5 Putusan .
Pidana . Perkara Pidana
Perkara Pidana e . N P
Bulan yang i yang dikirim l'arget | Realisasi | Capaian
yang dikirim "
Putus g ke Para Pihak
. | ke Para Pihak .
Bulan Ini Tepat Waktu Tidak Tepat
p Waktu
Januari 21 21 0 90% 100% 111%
Februari 37 37 0 90% 100% 111%
Maret 45 45 0 90% 100% 111%
Jumlah 103 103 0 90% 100% 111%

Pada periode Triwulan I tahun 2025 capaian indikator persentase salinan putusan perkara perdata yang
sampaikan kepada para pihak tepat waktu mencapai 111% dengan jumlah putusan perkara perdata
sebanyak 20 perkara. Untuk salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para pihak
dengan tepat waktu selalu mencapai 100% setiap bulannya. Pada periode Triwulan I tahun 2025,
jumlah putusan perkara pidana sebanyak 103 perkara dan seluruh salinan putusan tersebut dapat
dikirim ke para pihak tepat waktu.

2.2 Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.

Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah
perkara yang diselesikan melalui mediasi berhasil dangan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.
Dimana jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan
dinyatakan berhasil yang dibuktikan degan akta perdamaian. Sesuai dengan PERMA No 1 Tahun
2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Berikut persentase perkara yang diselesaikan melalui
mediasi periode Triwulan I :



Filak Jumlah perkara
Perkara . yang_
diselesaikan . .
Bulan yang . Realisasi | Target | Capaian
Hisikulens melalui
Mediasi mediasi
berhasil
Januari 7 1 14.28% 2% 714%
Februari 5 0 0 2% 0
Maret 6 0 0 2% 0
Jumlah 18 1 5.5% 2% 275%

Pada Triwulan I Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan melaksanakan mediasi berhasil
pada bulan januari, sehingga realisasi pada indikator capaian kinerja Persentase Perkara
yang diselesaikan melalui Mediasi mencapai 14.25% hal ini Sesuai dengan PERMA NO.1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan.

3.1 Indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesikan
Indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesikan adalah perbandingan Jumlah perkara
Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan prodeo. Sesuai dengan PERMA
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak
mampu di Pengadilan.Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah
pembebasan biaya perkara Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian

prodeo.
Per{(l:;latn Jumlah Perkara
Bulan diai ukZm g Prodeo yang Realisasi | Target | Capaian
J diselesaikan
Prodeo

Januari - - 100% 100% 100%
Februari - - 100% 100% 100%
Maret 1 1 100% 100% 100%
Jumlah 1 1 100% 100% 100%

4.1 Indikator Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum (Posbakum)

Indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum (Posbakum) adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum. Sesuai dengan



PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak
Mampu di Pengadilan. Dimana Jumlah Layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang
terdaftar pada register Posbakum. Berikut ini adalah Persentase Pencari Keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Triwulan I :

Jumlah Pencari
Jumlah Keadilan Golongan
Bulan Pe;;r:},() al;(;rlllan Egleclr:;ai]li:f Realisasi | Target | Capaian
Hukum Layanan Bantuan
Hukum

Januari 30 30 100% | 100% | 100%
Februari 27 5] 100% 100% 100%
Maret 35 35 100% 100% 100%
Jumlah 92 92 100% 100% 100%

Pada Triwulan I Tahun 2025, pada Indikator Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu
yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Pelalawan
mendapatkan realisasi sebesar 100 % dengan target yang telah ditetapkan yakni sebesar
100%. Sehingga Capaian kinerja Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebesar 100%, hal ini menunjukkan
bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah berhasil memberikan pelayanan yang PRIMA
kepada masyarakat sehingga masyarakat Pencari Keadilanmerasa puas terhadap layanan
peradilan yang diberikan.

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
5.1 Indikator Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Indikator Kinerja Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).adalah
perbandingan jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi.
Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi, sedangkan
jumlah permohonan eksekusi merupakan jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pada tahun
berjalan. Berikut ini adalah Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi) periode Triwulan I:



Jumlah Jumlah Eksekusi
Bulan Permohonan | - yang telah selesai Realisasi | Target | Capaian
eksekusi | dilaksanakan tahun g P
tahun 2025 2025
Januari 0 0 0 3% 0
Februari 0 1 0 3% 0
Maret 0 0 0 3% 0
Jumlah 0 1 0 3% 0

Pada Triwulan I terdapat 1 putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) namun
permohonan eksekusi tidak diajukan pada tahun berjalan tetapi tahun sebelumnya,
sehingga penyelesaian persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi) tidak dapat terpenuhi.

IV. Kesimpulan

Laporan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Triwulan I Tahun 2025
menyajikan pencapaian 4 (Empat) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 7
indikator pada Sasaran I: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel dan 2 indikator pada Sasaran II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara, 3 Indikator pada Sasaran III : Meningkatnya akses peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan terpinggirkan, dan 2 indikator pasa Sasaran IV : Meningkatnya
Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil”
karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 12 indikator kinerja yang
diperjanjikan, 10 indikator kinerja dinyatakan “Berhasil” bahkan sesuai dengan target
bahkan ada yang melampui target dengan capaian di atas 100%. Keberhasilan capaian
tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain : adanya kebijakan, peningkatan fungsi
pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana
sebagai faktor penunjang.

V. Rekomendasi

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar
menjadi fokus perbaikan kinerja di Periode mendatang. Untuk mengatasi kendala dan
permasalahannya, Pengadilan Negeri Pelalawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
harus berupaya :

% Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder
komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan civil society sebagai bahan integral dari
pengadilan

% Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara

% Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan

@,

% Mereviu target Rencana Strategis



Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2025
dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 22 April 2025
KepugPengadilan Negeri Pelalawan
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MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Terwujudnya
vang Pasti,
Akuntabel

Proses Peradilan

Transparan,

dan

Persentase Perkara
Perdata yang
diselesaikan Tepat]
Waktu

90%

100%

111%

Persentase Perkara
Pidana yang
diselesaikan Tepat
Waktu

90%

100%

111%

Jumlah putusan yang
menggunakan
pendekatan Restoratif.

100%

100%

100%

Persentase Perkara)
vang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding

85%

96,11%

113%

Persentase Perkara|
vang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi

90%

97,8%

107%

Persentase perkaral
anak yang diselesaikan
dengan Diversi

1%

Index persepsi pencari
keadilan yang puas
terhadap layanan

peradilan.

95%

99,76%

105%




URAIAN PROGRES

URAIAN

NO AKSI KEGIATAN PELAKSANAAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
Indikator Penyelesaian Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
Mendata, mengidentifikasi danMenghitung lamanya  waktu
mengevaluasi perkara perdata yang lebihpenanganan perkara perdata Tidak ada i
dari 5 bulan mulai dari pendaftaran sampail
minutasi
2 Melaporkan dan mencari solusi yangApabila menemukan
tepat penyelesaian perkara perdatal
yang lebih dari 5 bulan makal Tidak ada )
melaporkan ke pimpinan untuk
dibahas dalam laporan evaluasi
kinerja.
3  |Melaksanakan persidangan sesuai asas[Pelaksanaan persidangan sesuai
persidangan cepat, sederhana dan biayaldengan jadwal sidang yang sudah Tidek ada )
ringan ditetapkan (court calender)
4 |Menunda persidangan tidak terlalu lamaPenundaan sidang dilakukan|
(maksimal 2 minggu) terkait dengan belum selesainya
putusan yang dibuat atau s
terdapat majelis yang sakit ek ade i
dengan waktu yang tidak
melebihi yang sudah ditetapkan
S  |Memutus perkara perdata tidak melebihiWaktu yang dihitung mulai dari
5 bulan register atau pendaftaran perkaral Tidak ada )
sampai dengan minutasi tidak
lebih dari 3 bulan
6  |Mencoret perkara perdata yang sudah/Apabila ditemukan penyelesaian
melebihi batas waktu teguran perkara yang lebih dari 5 bulan
maka diberikan tanda atau
teguran terhadap majelis yang Tidak ada ~

menangani perkara tersebut




Indikator : Penyelesaian Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

1 Mendata, mengidentifikasi danMenghitung lamanya  waktu
mengevaluasi perkara pidana yang lebihjpenanganan  perkara  pidana el 58
dari 5 bulan mulai dari pendaftaran sampail
minutasi
2  |Melaporkan dan mencari solusi yangApabila menemukan|
tepat penyelesaian  perkara pidana
yang lebih dari 3 bulan makal Tidak ada
melaporkan ke pimpinan untuk
dibahas dalam laporan evaluasi
kinerja triwulan.
3 |Melaksanakan persidangan sesuai asas|Pelaksanaan persidangan sesuai
persidangan cepat, sederhana dan biayadengan jadwal sidang yang sudah| Tidak ada
ringan ditetapkan (court calender)
4  |Menunda persidangan tidak terlalu lamaPenundaan sidang dilakukan
(maksimal 2 minggu) terkait dengan belum selesainya
putusan yang dibuat atau .
terdapat majelis yang sakit Tidels nda
dengan  waktu yang tidak
melebihi yang sudah ditetapkan
S |Memutus perkara pidana tidak melebihiWaktu yang dihitung mulai dari
3 bulan register atau pendaftaran perkara Tidak ada.
sampai dengan minutasi tidak
lebih dari 3 bulan
6  |Mencoret perkara pidana yang sudahlApabila ditemukan penyelesaian
melebihi batas waktu teguran perkara yang lebih dari 3 bulan
maka diberikan tanda atau
teguran terhadap majelis yang Tidak ada

menangani perkara tersebut




Indikator : Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

1

Mendata Perkara yang diajukan untuk
Restoratif

Melakukan Pendataan terhadap
perkara yang diselesaikan dengan

diversi

pendekatan Restoratif, dalam| ;
perkara Narkotika, melalui Tidak ada
penyelesaian non penal melalui
rehabilitasi.
Indikator : Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1  |Mendata Perkara yang tidak melakukan [Melakukan monitoring pada
upaya hukum banding aplikasi SIPP terkait dengan i
upaya hukum banding
Indikator : Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1 |Mendata Perkara yang tidak melakukanMelakukan monitoring pada
upaya hukum kasasi aplikasi  SIPP terkalt dengan Tidak ada
upaya hukum kasasi-
Indikator : Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi
1 Menyusun Putusan Perkara anak yangMajelis yang memutus perkara
diselesaikan dengan Diversi berkualitas |dengan mempertimbangkan rasa .
A : Tidak ada
keadilan kemanfaatan dan tujuan
hukum
2 |Mendata  Perkara anak yangMelakukan monitoring pada]
diselesaikan dengan Diversi aplikasi SIPP terkait dengan Tidal ada




Indikator: Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

1

Membentuk Tim Survey KepuasanKPN menetapkan Tim Survey

Masyarakat vang ada pada Pengadilan Tinggi Tidak ada
Riau
Menyusun Job Description Tim EvaluasiMasing masing tim bertugas Tidak ada
Kepuasan Masyarakat sesuai dengan jabatannya
Menyusun Jadwal Pelaksanaan danMempersiapkan jadwal
Kebutuhan Survey Kepuasanmelaksanakan survey dan
Masyarakat mempersiapkan tools atau saranal Tidak ada
dalam melaksanakan survey
4 |Melaksanakan SKM (secara manual atauPara responden diarahkan untuk
menggunakan aplikasi) mengisi survey secara online .
(menggunakan aplikasi SISUPER) Tidak ada
5 |Mendata dan merekap hasil SKM Dengan login admin pada aplikasi
SISUPER diperoleh hasil survey| Tidak ada
untuk tiap triwulan
6 [Menyusun Laporan Hasil SKM Data yang ada pada aplikasi
SISUPER dikumpulkan untuk
dijadikan  bahan  pembuatan| Tidak ada
laporan triwulan Survey
Kepuasan Masyarakat
7  |Melakukan evaluasi berdasarkan hasilDari hasil survey yang ada di
SKM dan menindaklanjuti hasil survey [peroleh 3 nilai terendah yang Tidak ada

mana di evaluasi dan diberikan

tindak lanjutnya.




SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Peningkatan

Efektivitas|

Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase Salinan
Putusan Perdata
yang Disampaikan
ke Para Pihak Tepat
Waktu

90%

100%

111%

Persentase Salinan
Putusan Pidana
yang Disampaikan
ke Para Pihak Tepat
Waktu

100%

100%

100%

Persentase Perkara
yvang diselesaikan
melalui Mediasi

2%

5,5%

275%




URAIAN PROGRES URAIAN
NO AKSI KEGIATAN PELAKSANAAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
Indikator : Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu
1 |Menginput tundaan sidang Pengisian tanggal penundaan hari
setelah sidang dilaksanakan sidang }angsung dilaksanakan| Tidak ada )
pada hari yang sama
2 Membuat Berita Acara Sidang Panitera Pengganti membuat BA
setelah sidang dilaksanakan setiap kali sidang dilaksanakan Tidak ada -
dan di masukan ke SIPP
3 |Membuat Putusan sebelum Majelis sudah selesai membuat
sidang pembacaan putusan putusan untuk dibaca pada Tidak ada -
sidang yang sudah dijadwalkan
4 IMenginput Amar Putusan dan Setelah selesai pembacaan
Tanggal Putusan di SIPP putusan, Amar putusan langsung Tdak ada )
maksimal 1 hari setelah Sidang |dimasukan ke dalam SIPP
Putusan
S |Mengunggah Salinan Putusan ke [Setelah selesai pembacaan
SIPP (edoc) putusan, softcopy file putusan :
langsung dimasukan ke dalam Tidak ada )
SIPP
6 |Melakukan evaluasi ketepatan/Panitera pengganti menyerahkan
waktu  penyampaian  salinanberkas perkara kebagian perdata
putusan untuk dilakukan minutasi dengan|
mengecek kelengkapanya dan Tidak ada -
setelah itu salinan langsung
dikirim ke PN Pengaju
Indikator : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
1 |Mendata Perkara yang yang Melakukan  monitoring  pada
diselesaikan melalui mediasi aplikasi SIPP terkait dengan -
. . . idak ada -
perkara yang diselesaikan melalui
mediasi




NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
3 |Meningkatnya Akses PeradilanPersentase Perkara|
bag1. Masyarakat Miskin danP.rodeo . yang 100% 100% 100%
Terpinggirkan diselesaikan
Persentase Pencari
i “elangan 100% 100% 100%
tertentu yang mendapat

bantuan

layanan




URAIAN

NO AKSI KEGIATAN TINDAK LANJUT
URAIAN PROGRES PELAKSANAAN PERMASALAHAN
Indikator : Persentase Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
1. Menerima Berkas Petugas PTSP menerima berkas
Gugatan /permohonan perkara |permohonan dan mendisposisi Tidak ada )
Prodeo kepada Ketua Pengadilan
Disposisi Berkas Permohonan Panmud Perdata memeriksal
prodeo kelengkapan berkas pemohon Tidak ada )
perkara prodeo
SKUM dibayar ke BANK Bendahara Pengeluaran
mengeluarkan biaya perkara prodeo . i
DIPA 03 kepada Kasir Tidels ada
Register Perkara Menginput ke SIPP dan mencatat
Gugatan /Permohonan dalam buku register induk perkara Tidak ada i
Gugatan /Permohonan
Mendata perkara yang mendapat Melakukan monitoring pada aplikasi
layanan bantuan hukum SIPP terkait dengan perkara yang Tidak ada )

(Posbakum)

mendapat layanan bantuan hukum

(Posbakum)




NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Meningkatnya KepatuhanPersentase Putusan
Terhadap Putusan Pengadilan Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi)
NA NA NA




NO

AKSI KEGIATAN

URAIAN PROGRES
PELAKSANAAN

URAIAN
PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

Indikator : Persentase Putusan Perkara

Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

1

Menerima permohonan eksekusi

Petugas PTSP menerima berkas
eksekusi dari Pemohon dan

Tid -
menginput pada aplikasi PTSP idak ada
untuk di disposisi
2  Membuat resume Panmud perdata membuat
resume untuk diserahkan kepadal Tidak ada. )
panitera
3 Membuat rincian biaya eksekusi [Panmud perdata membuat rincian
dan pelaksanaan eksekusi biaya dan menginput pada Tidak ada )
aplikasi SIPP
4 Membuat tindak lanjut hasil Panmud perdata membuat tindak
resume lanjut hasil resume Tidak ada. )
S |Membuat Aanmaning dan Panitera membuat aanmaning
Penetapan sita Eksekusi dan penetapan sita eksekusi Tidak ada .
6  |Memberitahukan para pihak Jurusita memberitahukan dan
untuk dilakukan aanmaning memanggil para pihak untuk Tidsk ada )
dilakukan aanmaning
7 |Membuat tindak lanjut hasil Panitera membuat penetapan
aanmaning dan penetapan eksekusi dan jurusita Tidak ada. )

eksekusi

memberitahukan kepada para

pihak untuk dilakukan eksekusi.




%\ PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Jl. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
Telp. 0761 493134 (K ) 493135 (P ) 493132,493133, Fax. 0761 95099
Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN

Pangkalan Kerinci, 21 April 2025

Perihal : Undangan Rapat
Dasar : Surat undangan nomor 48/SEK.PN.W4-U8/UND.HM3.1.3/IV/2025
Kepada : Ketua,Wakil Ketua, Hakim, Panitera , Sekretaris, Pejabat Struktural

Pejabat Fungsional, Staf dan PPNPN

Dengan ini Dimohon Kehadiran Bapak / Ibu untuk dapat mengikuti
kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan | Tahun
2025 akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa , 22 April 2025
Pukul : 11.00 s.d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Cakra

Demikian undangan ini di sampaikan atas perhatian dan kesediaan
Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

SEKREJARIS

RISA RESYU SARI, S.T



PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

JI. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
Telp. 0761 493134 (K ) 493135 (P ) 493132, 493133, Fax. 0761 95099
Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN
Hari /Tanggal : 22 April 2025
Tempat : Ruang Sidang Cakra PN Pelalawan
Pukul : 11.00 s/d Selesai
Pimpinan Rapat : Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan
Peserta : Wakil Ketua Pengadilan, Hakim ,Panitera, Sekretaris, Pejabat
Struktural/Fungsional dan pelaksana pada Pengadilan Negeri Pelalawan
Agenda : Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Periode

Triwulanl Tahun 2025

. PEMBUKAAN

a. Pembukaan acara oleh MC
Il PEMBAHASAN

Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Ibu Evi Dame Rotua
Sitohang memaparkan hasil pengukuran capaian Kinerja Akuntabilitas

Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan | tahun 2025 :

1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan | tahun

2025 mendapatkan capaian kinerja sebesar 112% dengan masing nilai

capaian sararan strategi adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis 1, terwujudnya proses peradilan yang adil, transparan
dan akuntabel mendapatkan nilai capaian sebesar 76,28%.

b. Sasaran Strategis 2, Peningkatan Efektivitas pengelolaan
penyelesaian perkara mendapatkan nilai capai sebesar 162%.

c. Sasaran Strategis 3, Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan mendapatkan nilai capaian sebesar 100% .

d. Sasaran Strategis 4, Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan

Pengadilan mendapatkan nilai capaian sebesar 0% .



. Pada periode Triwulan | tahun 2025, jumlah perkara perdata yang putus
sebanyak 20 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan secara tepat waktu.
Sehingga capaian seluruhnya perkara perdata yang diselesaikan tepat
waktu mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90%
dengan capaian 111%.

. Pada periode Triwulan | tahun 2025, jumlah perkara pidana yang putus
sebanyak 103 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu.
Realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
mencapai 100% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 90%
dengan capaian 111%.

. Pada periode Triwulan | Tahun 2025, terdapat 1 perkara yg berhasil
dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative,
sehingga realisasi adalah sebesar 100% dengan target 100%.

. Pada periode Triwulan | tahun 2025,untuk capaian kinerja jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum banding (Perkara Pidana & Perkara
Perdata) dengan capaian sebesar 113% dimana realisasi persentase
96,11% dan melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 85%.

. Sedangkan Capaian Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi sebesar 107% dimana realisasinya mecapai 97.08% dan
melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 90%.

. Pada periode Triwulan | Tahun 2025, Indikator Persentase Perkara Anak
yang diselesaikan dengan Diversi adalah sebesar 0% dikarenakan belum
adanya kesepakatan antara kedua belah pihak umtuk melaksanakan proses
diversi.

. Pada periode Triwulan | Tahun 2025, Indikator Index Presepsi Stakeholder
yang puas terhadap Layanan Peradilan mendapatkan Indeks Kepuasan
Masyarakat realisasi sebesar 99,76% dan melebihi dari target yang
ditetapkan sebesar 95% sehingga capaian mencapai 105%.

. Pada periode Triwulan | tahun 2025 capaian indikator persentase salinan
putusan perkara perdata yang sampaikan kepada para pihak tepat waktu
mencapai 100% dengan jumlah putusan perkara perdata sebanyak 20
perkara. Untuk salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada
para pihak dengan tepat waktu selalu mencapai 100% setiap bulannya.
Pada periode Triwulan | tahun 2025, jumlah putusan perkara pidana
sebanyak 103 perkara dan seluruh salinan putusan tersebut dapat dikirim ke

para pihak tepat waktu.



0.

Pada Triwulan | Tahun 2025, untuk Indikator Persentase Perkara yang
diselesaikan melalui Mediasi realisasi 14,28% dimana melebihi target yang

ditentukan 2% sehingga capaian mencapai 275%.

10.Pada Triwulan | Tahun 2025, pada Indikator Persentase Pencari Keadilan

11.

golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) di
Pengadilan Negeri Pelalawan mendapatkan realisasi sebesar 100 %
dengan target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100%. Sehingga Capaian
kinerja Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebesar 100%.

Untuk Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
pada periode Triwulan | belum dapat dilaksanakan, dikarenakan
permohonan eksekusi yang diajukan masih dalam tahap kelengkapan
pelaksanaan lelang.

KESIMPULAN

Secara umum, capaian seluruh indikator kinerja, sudah dapat dinyatakan
“Berhasil” karena dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun
keberhasilan capaian tersebut harus didukung oleh beberapa faktor antara
lain: keterlibatan pimpinan, peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi,
peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana
sebagai faktor penunjang.

PENUTUP

Demikian dianggap cukup, Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan menutup
acara pada pukul 12.00 WIB dan mengucapkan terima kasih kepada

seluruh peserta rapat.

V4
Notulen (/7S

f

g g /

Evi Dagfle Rotua. S.IP \Andiy Sifmbolon, SH.,MH




Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Periode Triwulanl Tahun 2025
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MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

HARI/ TANGGAL : SELASA, 22 APRIL 2025
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8 PENGADILAN NEGERI |
) PELALAWAN KELAS IB

LAPORAN

TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALURSI
CAPRIAN KINERJA

TRIWULANI
2025




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan
Evaluasi Capaian Kinerja ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi, sekaligus sebagai tindak lanjut atas
hasil kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap capaian kinerja yang telah
dilaksanakan sebelumnya. Melalui laporan ini, diharapkan dapat terlihat secara jelas
langkah- langkah korektif dan perbaikan yang telah diambil atas rekomendasi
monitoring dan evaluasi, serta menjadi acuan dalam upaya peningkatan kinerja di
masa yang akan datang.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi
dalam penyusunan laporan ini, baik dari unsur pimpinan, tim monitoring dan evaluasi,
maupun seluruh bagiaan terkait. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat
dalam proses perbaikan berkelanjutan dan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif

untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pelalawan, 29 April 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan

Dal

Andry Simbolon




KATAPENGANTAR.......ccccoevveen.

DAFTAR I8l

BAB | PENDAHULUAN.....................

A. Dasar Pelaksanaan......................

B. Ruang Lingkup Tindak Lanjut
Monitoring Dan Evaluasi
Capaian Kinerja

C. Tujuan Pelaporan Tindak Lanjut
Monitoring Dan Evaluasi
Capaian Kinerja

D. Proses pelaksanaan Tindak

lanjut Monitoring Dan Evaluasi
Capaian Kinerja

BAB Il. HASIL MONITORING DAN
EVALUASI
BAB Ill. PENUTUP

DAFTAR ISI

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................



A

BAB |
PENDAHULUAN

DASAR PELAKSANAAN

. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022

A.
EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Laporan ini memuat tindak lanjut atas hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi

tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan
Peradilan;

Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

. SOP Pengadilan Negeri Pelalawan;

RUANG LINGKUP TINDAK LANJUT ATAS MONITORING DAN

capaian kinerja yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan program, kegiatan,

dan target kinerja pada periode yang telah ditentukan. Ruang lingkup laporan

mencakup hal-hal berikut:

1.ldentifikasi Capaian Kinerja

Menguraikan hasil pemantauan dan evaluasi atas capaian indikator kinerja

utama dan indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam dokumen perjanjian

kinerja dan rencana kinerja tahunan.



2.Analisis Permasalahan dan Penyebab Ketidaktercapaian Kinerja Menjelaskan
faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi capaian kinerja, baik yang
menghambat maupun yang mendukung.

3.Rencana dan Realisasi Tindak Lanjut

Memuat langkah-langkah perbaikan yang telah atau akan diambil oleh unit kerja
terkait sebagai respons atas hasil monev, termasuk perbaikan proses, penguatan
kapasitas, atau revisi perencanaan.

4 Rekomendasi Hasil Evaluasi

Menyajikan rekomendasi yang diberikan oleh tim evaluasi, pimpinan, atau unit
pengawasan, serta respon instansi atas rekomendasi tersebut.

5.Dokumentasi Bukti Tindak Lanjut

Berisi lampiran atau ringkasan bukti pelaksanaan tindak lanjut, seperti notulen
rapat, surat tugas, laporan kemajuan, dan dokumen pendukung lainnya.
6.Pemantauan Tindak Lanjut Secara Berkala

Menjelaskan mekanisme pengawasan dan pelaporan berkala terhadap
pelaksanaan tindak lanjut yang telah direncanakan.

Ruang lingkup ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses
manajemen kinerja tidak berhenti pada evaluasi semata, tetapi berlanjut hingga
perbaikan yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.



A. TUJUAN PELAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA
Pelaporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi capaian kinerja disusun dengan

tujuan untuk:

1. Memberikan gambaran atas respons dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh
unit kerja atau instansi terhadap hasil monitoring dan evaluasi kinerja, baik atas
capaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan.

2. Memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti secara
konkret, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan manajemen berbasis kinerja.

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan,
melalui identifikasi akar masalah serta penyusunan rencana aksi yang relevan
dan terukur.

4. Mendukung proses pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan berbasis
data dan hasil evaluasi, baik pada level manajerial maupun operasional.

5. Mendorong budaya kerja yang adaptif dan berorientasi hasil (result-oriented),
sebagai bagian dari penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).

Membangun sistem umpan balik yang berkelanjutan antara proses perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut, dalam rangka peningkatan kinerja

instansi secara menyeluruh.

B. PROSES PELAKSANAAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA

pelaksanaan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja
dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa setiap
rekomendasi dan temuan evaluasi ditangani secara tepat. Adapun tahapan proses

pelaksanaan tindak lanjut tersebut meliputi:



. Pengumpulan dan Analisis Hasil Monitoring dan Evaluasi

Tahap awal dimulai dengan identifikasi hasil monitoring dan evaluasi yang
memerlukan tindak lanjut, baik berupa ketidaktercapaian target, deviasi
pelaksanaan, maupun rekomendasi perbaikan. Analisis dilakukan untuk
mengidentifikasi akar permasalahan serta potensi solusi.

. Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut (Action Plan)

Unit kerja terkait menyusun rencana aksi yang memuat langkah-langkah
perbaikan, penanggung jawab pelaksana, target waktu penyelesaian, serta
indikator keberhasilan. Rencana aksi ini disusun berdasarkan hasil evaluasi
dan disesuaikan dengan kapasitas serta sumber daya yang tersedia.

. Penetapan Rencana Aksi oleh Pimpinan

Rencana aksi yang telah disusun kemudian dibahas dan disetujui oleh
pimpinaninstansi sebagai bentuk komitmen dan arahan pelaksanaan tindak
lanjut.

. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Unit kerja menjalankan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rencana
aksi yang telah disepakati. Pelaksanaan dapat mencakup revisi dokumen
perencanaan, perbaikan proses kerja, penguatan koordinasi, atau
peningkatankapasitas SDM.

. Pemantauan dan Pelaporan Berkala

Proses tindak lanjut dimonitor secara berkala untuk memastikan
pelaksanaannya sesuai dengan jadwal dan target. Laporan pelaksanaan
tindak lanjut disusun secara periodik untuk dilaporkan kepada pimpinan dan

pihak terkait.
. Evaluasi Ulang dan Pembelajaran
Setelah tindak lanjut dilaksanakan, dilakukan evaluasi ulang untuk menilai

efektivitas tindakan yang telah diambil. Hasilnya menjadi pembelajaran bagi

siklus manajemen kinerja berikutnya.



BAB II

HASIL TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA PN.PELALAWAN TRIWULAN | TAHUN 2025

Permasalahan/

Penanggun Status
No jemuan Rekomendasi ggtng Target Waktu Keterangan
Evaluasi
1 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL Pada laporan Monitoring

dan Evaluasi Capaian

kinerja Triwulan | Tahun

2025 tidak terdapat
permasalahan dalam
pencapaian kinerja

sesuai dengan Penjanjian
Kinerja yang telah
ditetapkan.




@\ PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

JI. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
Telp. 0761 493134 (K) 493135 (P ) 493132,493133, Fax. 0761 95099
Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id
KABUPATEN PELALAWAN

Pangkalan Kerinci, 28 April 2025

Perihal : Undangan Rapat TLHP Capaian Kinerja TW |
Kepada : Ketua,Wakil Ketua, Hakim, Panitera , Sekretaris, Pejabat Struktural
Pejabat Fungsional, Staf dan PPNPN

Dengan ini Dimohon Kehadiran Bapak / Ibu untuk dapat mengikuti
kegiatan Rapat Tidak Lanjut Monitoring Capaian Kinerja Triwulan | Tahun
2025 akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa , 29 April 2025
Pukul : 10.00 s.d Selesai
Tempat : Ruang Commad Center

Demikian undangan ini di sampaikan atas perhatian dan kesediaan
Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

RISA RESTU SARI, S.T



DAFTAR HADIR

Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Periode Triwulan | Tahun 2025
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MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA
PERIODE TRIWULAN Il TAHUN 2025




LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
TRIWULAN II TAHUN 2025

I. Dasar Hukum

a.

b.

Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Bagian Keenam Pasal 18 dan 19;

Rekomendasi Kementrian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil
Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja
(PK) yang telah ditanda tangani sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja
pihak yang berjanji. Selain itu perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja
(PK) kedalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen
untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan
atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ~ Nomor
2049/SEK/SK/X11/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VI1/2022 tentang Pedoman

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan
Di Bawahnya

II. Capaian Kinerja
Hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan II Tahun
2025:
No. Sasara? Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian
Strategis
I | Terwujudnya 1 | Persentase Perkara Perdata yang
Proses Peradilan diselesaikan Tepat Waktu 90% 100% 111%
yang Pasti, -
Transparan, dan 2 P.ersentqse Perkara Pidana yang . , \
Akuntabel diselesaikan Tepat Waktu 90% 100% 111%
3 | Jumlah Putusan yang
menggunakan Pendekatan 100% 100% 100%

Keadilan Retoratif.

4 | Persentase Perkara yang tidak

mengajukan  upaya  hukum 85% 96,52% 113%
Banding

5 | Persentase Perkara yang tidak
mengajukan  upaya  hukum 90% 100% 111%
Kasasi

6 | Persentase Perkara anak yang
diselesaikan dengan Diversi 1% - 5




Indeks presepsi pencari
keadilan yang puas terhadap 95% 99% 104%
layanan peradilan
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 108%
2 | Peningkatan Persentase  Salinan  Putusan
Efektivitas Perkara Perdata yang " o 0
Pengelolaan disampaikan ke para pihak tepat i 100% i
Penyelesaian waktu.
Perkara Persentase  Salinan  Putusan
Perkara Pidana yang . 0 o
disampaikan ke para pihak tepat 100% 100% s
waktu.
Persentase Perkara  yang
diselesaikan melalui mediasi.
2% 5% 250%
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 153%
Persentase Perkara Prodeo
Meningkatkatnya yang diselesikan 100% 100% 100%
Akses Peradilan
3 Bagi Masyarakat Persentase Pencari Keadilan
Miskin dan 1 tertentu
it golongan tertentu yang & o o
Terpinggirkan mendapat layanan bantuan 100% 0% 1002
Hukum (Posbakum)
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 100
Meningkatkatnya Persentase putusan perkara
Kepatuhan perdata yang ditindak lanjuti
4 terhadap putusan (eksekusi) ha NA NA
pengadilan
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 NA

II1. Analisa Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis 1

Akuntabel

1.1 Indikator Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu

: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan

Indikator kinerja “Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu” adalah

perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang

diselesaikan pada tahun berjalan. Berikut rincian perkara yang putus tepat waktu periode

Triwulan II Tahun 2025 :




Jumlah Jumlah Jumlah
Perkara Perkara Perkara
Bulan Perdata yang | Perdata yang | Perdata yang | Target | Realisasi | Capaian
Putus dibulan | Putus Tepat | Putus Tidak

ini Waktu Tepat Waktu
April 9 9 0 90% | 100% 111%
Mei 2 2 0 90% | 100% 111%
Juni 5 5 0 90% | 100% 111%
Jumlah 16 16 0 90% | 100% 111%

Pada periode Triwulan I, jumlah perkara Perdata yang putus sebanyak 16 perkara dan
seluruh perkara perdata yang dapat diselesikan secara tepat waktu. Sehingga Realisasi
persentase perkara perdata yang diselesaikan secara tepat waktu untuk periode triwulan I

mencapai 111%.

1.2 Indikator Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu” adalah
perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara
pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. Berikut rincian perkara pidana yang putus
tepat waktu periode Triwulan II Tahun 2025 :

Jumlah Jumlah Jumlah
Perkara Perkara Perkara
Bulan | Pidana yang | Pidana yang | Pidanayang | Target | Realisasi Capaian

Putus Putus Tepat | Putus Tidak
Dibulan ini Waktu Tepat Waktu

April 36 36 0 90% 100% 111%
Mei 24 24 0 90% 100% 111%
Juni 39 39 0 90% 100% 111%
Jumlah 99 99 0 90% 100% 111%

Pada periode Triwulan II, jumlah perkara pidana yang putus sebanyak 99 perkara dan
seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi persentase perkara pidana yang
diselesaikan tepat waktu mencapai 100% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan
sebesar 90%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Pelalawan telah bekerja sesuai dengan

SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian



perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan konsisten mewujudkan proses peradilan yang

pasti, transparan dan akuntabel.

1.3 Indikator Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif

Indikator kinerja “Persentase Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan
Restoratif” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif dengan
perkara yang diajukan untuk Restoratif. Berikut rincian perkara Putusan yang menggunakan

pendekatan keadilan Restoratif periode Triwulan II Tahun 2025 :

Jumlah Jumlah
Perkara yang | Perkara yang
Bulan diajukan diselesaikan | Target | Realisasi | Capaian
untuk dengan
restoratif Restoratif
April 1 1 100% 100% 100%
Mei 1 1 100% 100% 100%
Juni 1 1 100% | 100% 100%
Jumlah 3 3 100% | 100% 100%

Pada periode Triwulan II Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan telah berhasil
melakukan penyelesaian 3 perkara untuk indikator Persentase Jumlah Putusan yang

menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.

1.4 Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding” adalah
perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, dengan jumlah

putusan perkara. Berikut persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding :

Jumlah Perkara Pidana Jumlah Perkara Pidana
dan Perdata yang Putus | dan Perdata yang Putus

Dibulan Berjalan dan Tidak Mengajukan Target eglsast .
(Triwulan 11) Upaya Hukum Banding
115 111 85% 96,52% 113%

Pada periode Triwulan II Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator persentase perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah sebesar 96,52%. Hal ini menunjukkan



bahwa masyarakat pencari keadilan puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan

tidak melakukan upaya banding.

1.5 Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi” adalah

perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan jumlah

putusan perkara. Berikut persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi :

Jumlah Perkara Pidana
dan Perdata yang Putus

Jumlah Perkara Pidana
dan Perdata yang Putus

: ] lisasi .
Dibulan Berjalan dan Tidak Mengajukan Target eatisas apaidn
(Triwulan 1) Upaya Hukum Kasasi
115 114 90% 99% 110%

Pada periode Triwulan II Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator persentase perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 99%. Hal ini menunjukkan
bahwa masyarakat pencari keadilan puas dengan putusan pengadilan tingkat banding dan

tidak melakukan upaya hukum kasasi.

1.6 Indikator Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi.

Indikator kinerja “Persentase perkara anak yang diselesikan dengan Diversi” adalah
perbandingan jumlah perkara diversi ysng dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara

diversi. Berikut persentase perkara anak yang diselesikan dengan diversi :

Jumlah Perkara Diversi
yang dinyatakan
berhasil

Jumlah Perkara anak
yang diajukan Diversi
(Triwulan 1)

Realisasi Target Capaian

- 1% -

Pada periode Triwulan II Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator persentase perkara
anak yang diselesaikan dengan diversi di Pengadilan Negeri Pelalawan belum dapat tercapai.
Hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk

melaksanakan proses diversi.



1.5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pengukuran Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan berpedoman
pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai
konversi interval IKM index harus > 80. Pengukuran menggunakan aplikasi Survey
Pelayanan Elektronik (SISUPER).

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB
APRIL sm .tum 2025

. NAMA LAYANAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
RESPONDEN

NILAI IKM ]UMLAH : 50 RESPONDEN

JENIS KELAMIN @ LAKI-LAKI: 36 PEREMPUAN : 14
PENDIDIKAN : TIDAKSEKOLAH =0 DIPLOMA2 =0
: SD=0 DIPLOMA3 =1

3’96 I 99’00% SMP =0 $1=19
o SMA = 26 S2=4
DIPLOMA 1 =1 $3=0
PERIODE SURVEY  APRIL 2025 S/D JUNI 2025

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR
TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Pada Triwulan IT Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan mendapatkan Indeks Kepuasan
Masyarakat sebesar 99,00 % dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar
95%. Capaian kinerja Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah
sebesar 104%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah memberikan
pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan

peraturan perundangan - undangan yang mengaturnya.



2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
2.1 Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para pihak tepat
Waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat
waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu, dengan
Jjumlah putusan. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2011 tentang
perubahan SE MA No.2 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Pengadilan yang
memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan dalam waktu 14

hari sejak putusan diucapkan.
Jumlah Salinan | Jumlah Salinan
Perkara Putusan Putusan
Perdata Perkara Perkara
Bulan yang Perdata yang Perdata yang Target | Realisasi | Capaian
Putus dikirim ke Para | dikirim ke Para
Bulan Ini | Pihak Tepat Pihak Tidak
Waktu Tepat Waktu
April 9 9 0 90% 100% 111%
Mei 2 2 0 90% 100% 111%
Juni 5 5 0 90% 100% 111%
Jumlah 16 16 0 90% 100% 111%
Jumlah Salinan | Jumleh Salinan
Perkara Putusan
. Putusan . :
Pidana ’ Perkara Pidana
Perkara Pidana (e L. .
Bulan yang ane dikirim yang dikirim Target | Realisasi | Capaian
Putus yang . ke Para Pihak
. | ke Para Pihak .
Bulan Ini Tepat Waktu Tidak Tepat
P Waktu
April 36 36 0 90% 100% 111%
Mei 24 24 0 90% 100% 111%
Juni 39 39 0 90% 100% 111%
Jumlah 99 99 0 90% 100% 111%

Pada periode Triwulan 1T tahun 2025 capaian indikator persentase salinan putusan perkara perdata
yang sampaikan kepada para pihak tepat waktu mencapai 111% dengan jumlah putusan perkara
perdata sebanyak 16 perkara. Untuk salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para
pihak dengan tepat waktu selalu mencapai 100% setiap bulannya. Pada periode Triwulan 1I tahun



2025, jumlah putusan perkara pidana sebanyak 99 perkara dan seluruh salinan putusan tersebut dapat
dikirim ke para pihak tepat waktu.

2.2 Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.

Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah
perkara yang diselesikan melalui mediasi berhasil dangan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.
Dimana jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan
dinyatakan berhasil yang dibuktikan degan akta perdamaian. Sesuai dengan PERMA No 1 Tahun
2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Berikut persentase perkara yang diselesaikan melalui
mediasi periode Triwulan II :

Jumlah Jumlah perkara
Perkara di yang
iselesaikan d .
Bulan yang . Target | Realisasi | Capaian
dilakukan melalui
Mediasi Mecias:
berhasil
April 5 1 2% 20% 1000%
Mei 6 0 2% - 0
Juni 9 0 2% - 0
Jumlah 20 1 2% 5% 250%

Pada Triwulan II Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan melaksanakan mediasi
berhasil pada bulan januari, sehingga realisasi pada indikator capaian kinerja Persentase
Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi mencapai 250% hal ini Sesuai dengan PERMA
NO.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan,

3.1 Indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesikan
Indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesikan adalah perbandingan Jumlah perkara
Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan prodeo. Sesuai dengan PERMA
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak
mampu di Pengadilan.Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah
pembebasan biaya perkara Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian

prodeo.



Jumlah
el < Jumlah Perkara
Bulan ;i . ky g Prodeo yang Realisasi | Target | Capaian
gusan diselesaikan

Prodeo
April - - . - -
Mei - - - - -
Juni 2 2 100% 100% 100%
Jumlah ) 1 100% 100% 100%

4.1 Indikator Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum (Posbakum)

Indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum (Posbakum) adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum. Sesuai dengan
PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak
Mampu di Pengadilan. Dimana Jumlah Layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang
terdafiar pada register Posbakum. Berikut ini adalah Persentase Pencari Keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Triwulan II :

Jumlah Pencari
Jumlah Keadilan Golongan
Bulan Pef;; }:g:lan }:;g:;a%?:f Realisasi | Target | Capaian
Hukum Layanan Bantuan
Hukum

April 44 44 100% | 100% | 100%
Mei 46 46 100% 100% 100%
Juni 38 38 100% 100% 100%
Jumlah 128 128 100% | 100% | 100%

Pada Triwulan I Tahun 2025, pada Indikator Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu
yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Pelalawan
mendapatkan realisasi sebesar 100 % dengan target yang telah ditetapkan yakni sebesar
100%. Sehingga Capaian kinerja Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebesar 100%, hal ini menunjukkan

bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah berhasil memberikan pelayanan yang PRIMA



kepada masyarakat sehingga masyarakat Pencari Keadilanmerasa puas terhadap layanan

peradilan yang diberikan.

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
5.1 Indikator Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Indikator Kinerja Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).adalah
perbandingan jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi.
Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi, sedangkan
jumlah permohonan eksekusi merupakan jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pada tahun
berjalan. Berikut ini adalah Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi) periode Triwulan I:

Jumlah Jumlah Eksekusi
Permohonan | yang telah selesai 5 . i .
Bulan P Attt il Realisasi | Target | Capaian

tahun 2025 2025
April 0 0 0 3% 0
Mei 1 1(Perkara berbeda) 0 3% 0
Juni 0 0 0 3% 0
Jumlah 1 1 0 3% 0

Pada Triwulan II terdapat 1 putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) namun
permohonan eksekusi tidak diajukan pada tahun berjalan tetapi tahun sebelumnya,
sehingga penyelesaian persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi) tidak dapat terpenuhi.

IV. Kesimpulan

Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan
Triwulan II Tahun 2025 menyajikan pencapaian 4 (Empat) sasaran strategis yang
menggunakan alat ukur 7 indikator pada Sasaran I: Terwujudnya proses peradilan yang
pasti, transparan dan akuntabel dan 2 indikator pada Sasaran II : Peningkatan Efektivitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara, 3 Indikator pada Sasaran III : Meningkatnya akses



peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan, dan 2 indikator pasa Sasaran IV :
Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil”
karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 12 indikator kinerja yang
diperjanjikan, 11 indikator kinerja dinyatakan “Berhasil” sesuai dengan target bahkan ada
yang melampui target dengan capaian di atas 100%. Keberhasilan capaian tersebut
didukung oleh beberapa faktor antara lain : adanya kebijakan, peningkatan fungsi
pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana

sebagai faktor penunjang.
V. Rekomendasi

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar
menjadi fokus perbaikan kinerja di Periode mendatang. Untuk mengatasi kendala dan
permasalahannya, Pengadilan Negeri Pelalawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

harus berupaya :

9,

% Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder
komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan civil society sebagai bahan integral dari
pengadilan

% Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara

*%+ Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan

% Mereviu target Rencana Strategis

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025

dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 11 Juli 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan

Dr.Andry Simbpolon,SH.,MH



MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Akuntabel

Terwujudnya Proses Peradilan
yvang Pasti, Transparan,

dan

Persentase Perkara]
Perdata yang
diselesaikan Tepat
Waktu

90%

100%

111%

Persentase Perkara
Pidana yang
diselesaikan Tepat
Waktu

90%

100%

111%

Jumlah putusan yang
menggunakan
pendekatan Restoratif.

100%

100%

100%

Persentase Perkara|
yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding

85%

96,96%

107%

Persentase Perkara
yvang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi

90%

100%

111%

Persentase perkaral
anak yang diselesaikan
dengan Diversi

1%

Index persepsi pencari
keadilan yang puas
terhadap layanan

peradilan.

95%

99 %

104%




URAIAN PROGRES

URAIAN

NO AKSI KEGIATAN PELAKSANAAN PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT
Indikator Penyelesaian Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
Mendata, mengidentifikasi danMenghitung lamanya  waktu
mengevaluasi perkara perdata yang lebihjpenanganan perkara perdata] T
3 . . : idak ada -
dari S bulan mulai dari pendaftaran sampalil
minutasi
2 |Melaporkan dan mencari solusi yangApabila menemukan
tepat penyelesaian perkara perdatal
yang lebih dari 5 b.ulan maka| Tidak ada )
melaporkan ke pimpinan untuk
dibahas dalam laporan evaluasi
kinerja.
3 |Melaksanakan persidangan sesuai asas|Pelaksanaan persidangan sesuai
persidangan cepat, sederhana dan biayaldengan jadwal sidang yang sudah T
. ) idak ada -
ringan ditetapkan (court calender)
4  |Menunda persidangan tidak terlalu lamaPenundaan sidang dilakukan
(maksimal 2 minggu) terkait dengan belum selesainya
putusan yang dibuat atau .
terdapat majelis yang sakit] adakada )
dengan  waktu yang tidak
melebihi yang sudah ditetapkan
S Memutus perkara perdata tidak melebihiWaktu yang dihitung mulai dari
S bulan reg1$tef' atau pendafftaran Perl'cara Tidak ada )
sampai dengan minutasi tidak
lebih dari 3 bulan
6  |Mencoret perkara perdata yang sudahl/Apabila ditemukan penyelesaian
melebihi batas waktu teguran perkara yang lebih dari 5 bulan
maka diberikan tanda atau
teguran terhadap majelis yang Tidak ada -

menangani perkara tersebut




Indikator : Penyelesaian Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

1 |Mendata, mengidentifikasi danMenghitung lamanya  waktu
mengevaluasi perkara pidana yang lebihipenanganan  perkara pidana Tidak ada.
dari 5 bulan mulai dari pendaftaran sampai
minutasi
2 |Melaporkan dan mencari solusi yangApabila menemukan
tepat penyelesaian  perkara pidana
yang lebih dari 3 bulan makal Tidak ada
melaporkan ke pimpinan untuk
dibahas dalam laporan evaluasi
kinerja triwulan.
3 |Melaksanakan persidangan sesuai asasPelaksanaan persidangan sesuai
persidangan cepat, sederhana dan biayadengan jadwal sidang yang sudah| Tidak ada
ringan ditetapkan (court calender)
4 Menunda persidangan tidak terlalu lamaPenundaan sidang dilakukan
(maksimal 2 minggu) terkait dengan belum selesainya]
putusan yang dibuat atau .
terdapat majelis yang sakit idak arla
dengan  waktu yang tidak
melebihi yang sudah ditetapkan
S |Memutus perkara pidana tidak melebihiWaktu yang dihitung mulai dari
3 bulan register atau pendaftaran perkara Tidalk sds
sampai dengan minutasi tidak
lebih dari 3 bulan
6  |Mencoret perkara pidana yang sudahApabila ditemukan penyelesaian
melebihi batas waktu teguran perkara yang lebih dari 3 bulan
maka diberikan tanda atau
teguran terhadap majelis yang Tidak ada

menangani perkara tersebut




Indikator : Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

1

Mendata Perkara yang diajukan untuk

Melakukan Pendataan terhadap

diversi

Restoratif perkara yang diselesaikan dengan|
pendekatan  Restoratif, dalam .
perkara Narkotika, melalui e ada
penyelesaian non penal melalui
rehabilitasi.
Indikator : Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1 Mendata Perkara yang tidak melakukan [Melakukan monitoring pada
upaya hukum banding aplikasi SIPP terkait dengan Tidak ada
upaya hukum banding
Indikator : Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1 IMendata Perkara yang tidak melakukanMelakukan monitoring  pada
upaya hukum kasasi aplikasi SIPP terkait dengan Tidak ada.
upaya hukum kasasi
Indikator : Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi
1 Menyusun Putusan Perkara anak yangMajelis yang memutus perkara)]
diselesaikan dengan Diversi berkualitas |[dengan mempertimbangkan rasal T
. . idak ada
keadilan kemanfaatan dan tujuan
hukum
2  |Mendata  Perkara anak yangMelakukan monitoring pada
diselesaikan dengan Diversi aplikasi SIPP terkait dengan Tidale ads




Indikator: Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

1 IMembentuk Tim Survey KepuasanKPN menetapkan Tim Survey

Masyarakat yvang ada pada Pengadilan Tinggi| Tidak ada
Riau
Menyusun Job Description Tim EvaluasiMasing masing tim bertugas Tidak ada.
Kepuasan Masyarakat sesuai dengan jabatannya
Menyusun Jadwal Pelaksanaan danMempersiapkan jadwal
Kebutuhan Survey Kepuasanmelaksanakan survey dan
Masyarakat mempersiapkan tools atau sarana Tidak ada
dalam melaksanakan survey
4  |Melaksanakan SKM (secara manual atau/Para responden diarahkan untuk]
menggunakan aplikasi) mengisi survey secara online .
= (menggunakan aplikasi SISUPER) Tidak ada
5 |Mendata dan merekap hasil SKM Dengan login admin pada aplikasi
SISUPER diperoleh hasil survey Tidak ada
untuk tiap triwulan
6 |Menyusun Laporan Hasil SKM Data yang ada pada aplikasi
SISUPER dikumpulkan untuk
dijadikan  bahan  pembuatan Tidak ada
laporan triwulan Survey
Kepuasan Masyarakat
7 |Melakukan evaluasi berdasarkan hasilDari hasil survey yang ada di
SKM dan menindaklanjuti hasil survey |peroleh 3 nilai terendah yang Tidfalosds

mana di evaluasi dan diberikan
tindak lanjutnya.




SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase Salinan
Putusan Perdata
yang Disampaikan
ke Para Pihak Tepat
Waktu

90%

100%

111%

Persentase Salinan
Putusan Pidana
yang Disampaikan
ke Para Pihak Tepat
Waktu

100%

100%

100%

Persentase Perkara
yang diselesaikan
melalui Mediasi

2%

5%

250%




NO

AKSI KEGIATAN

URAIAN PROGRES
PELAKSANAAN

URAIJAN
PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

Indikator : Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

1

Menginput tundaan sidang
setelah sidang dilaksanakan

Pengisian tanggal penundaan hari
sidang langsung dilaksanakan

. Tidak ada -
pada hari yang sama
2 |Membuat Berita Acara Sidang Panitera Pengganti membuat BA|
setelah sidang dilaksanakan setiap kali sidang dilaksanakan Tidak ada -
dan di masukan ke SIPP
3 [Membuat Putusan sebelum Majelis sudah selesai membuat]
sidang pembacaan putusan putusan untuk dibaca pada Tidak ada -
sidang yang sudah dijadwalkan
4  |Menginput Amar Putusan dan Setelah selesai pembacaan
Tanggal Putusan di SIPP putusan, Amar putusan langsung el wil .
maksimal 1 hari setelah Sidang |dimasukan ke dalam SIPP
Putusan
S |Mengunggah Salinan Putusan ke |Setelah selesai pembacaan
SIPP (edoc) putusan, softcopy file putusan :
langsung dimasukan ke dalam Tidak ada )
SIPP
6  Melakukan evaluasi ketepatan/Panitera pengganti menyerahkan
waktu  penyampaian  salinanjberkas perkara kebagian perdatal
putusan untuk dilakukan minutasi dengan|
mengecek kelengkapanya dan Tidak ada -
setelah itu salinan langsung
dikirim ke PN Pengaju
Indikator : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
1 Mendata Perkara yang yang Melakukan  monitoring  pada
diselesaikan melalui mediasi aplikasi SIPP terkait dengan Tidak ada )

perkara yang diselesaikan melalui

mediasi




NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
3 Meningkatnya Akses PeradilanPersentase Perkara
bagl' Masyarakat Miskin Pf'odeo ' yang 100% 100% 100%
Terpinggirkan diselesaikan
Persentase Pencari
Readian,  Golongan 100% 100% 100%
tertentu yang mendapat

layanan bantuan




URAIAN

NO AKSI KEGIATAN RES AAN TINDAK LANJUT
URAIAN PROG PELAKSAN PERMASALAHAN
Indikator : Persentase Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan ’
1. Menerima Berkas Petugas PTSP menerima berkas
Gugatan /permohonan perkara [permohonan dan mendisposisi Tidak ada i
Prodeo kepada Ketua Pengadilan
Disposisi Berkas Permohonan Panmud Perdata memeriksa
prodeo kelengkapan berkas pemohon Tidak ada )
perkara prodeo
SKUM dibayar ke BANK Bendahara Pengeluaran
mengeluarkan biaya perkara prodeo . )
DIPA 03 kepada Kasir Fidalcads
Register Perkara Menginput ke SIPP dan mencatat]
Gugatan /Permohonan dalam buku register induk perkara Tidak ada )
Gugatan /Permohonan
Mendata perkara yang mendapat Melakukan monitoring pada aplikasi
layanan bantuan hukum SIPP terkait dengan perkara yang Tidak ada )

(Posbakum)

mendapat layanan bantuan hukum
(Posbakum)




SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Meningkatnya KepatuhanPersentase Putusan
Terhadap Putusan Pengadilan Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi)
NA NA NA




URAIAN PROGRES URAIAN
NO AKSI KEGIATAN TINDAK LANJUT
KEGIA PELAKSANAAN PERMASALAHAN AK
Indikator : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
1 IMenerima permohonan eksekusi Petugas PTSP menerima berkas
eksekusi dari Pemohon dan Tidak ada )
menginput pada aplikasi PTSP)
untuk di disposisi
2 |Membuat resume Panmud perdata membuat]
resume untuk diserahkan kepada Tidak ada )
panitera
3 Membuat rincian biaya eksekusi [Panmud perdata membuat rincian
dan pelaksanaan eksekusi biaya dan menginput pada Tidsk ada )
aplikasi SIPP
4 Membuat tindak lanjut hasil Panmud perdata membuat tindak
resume lanjut hasil resume Tidale ada )
S Membuat Aanmaning dan Panitera membuat aanmaning
Penetapan sita Eksekusi dan penetapan sita eksekusi Tidak ada. .
6 |Memberitahukan para pihak Jurusita memberitahukan dan
untuk dilakukan aanmaning memanggil para pihak untuk Tidak ada )
dilakukan aanmaning
7 Membuat tindak lanjut hasil Panitera membuat penetapan
aanmaning dan penetapan eksekusi dan jurusital Tidsk ada )

eksekusi

memberitahukan kepada para

pihak untuk dilakukan eksekusi.




¥\ PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

JI. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
Telp. 0761 493134 (K) 493135 (P ) 493132, 493133, Fax. 0761 95099
Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN

Pangkalan Kerinci, 10 Juli 2025

Perihal : Undangan Rapat
Dasar : Surat undangan nomor 75/SEK.PN.W4-U8/UND.HM3.1.3/V11/2025
Kepada : Ketua,Wakil Ketua, Hakim, Panitera , Sekretaris, Pejabat Struktural

Pejabat Fungsional, Staf dan PPNPN

Dengan ini Dimohon Kehadiran Bapak / Ibu untuk dapat mengikuti
kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan Il Tahun

2025 akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis , 11 Juli 2025
Pukul : 11.00 s.d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Cakra

Demikian undangan ini di sampaikan atas perhatian dan kesediaan

Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

SE ARIS

RISA RESTU SARI, S.T



PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

JI. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
Telp. 0761 493134 (K ) 493135 (P ) 493132, 493133, Fax. 0761 95099
Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN

M

Hari /Tanggal : Kamis, 11 Juli 2025

Tempat : Ruang Sidang Cakra PN Pelalawan

Pukul : 11.00 s/d Selesai

Pimpinan Rapat : Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan

Peserta ‘Wakil Ketua Pengadilan, Hakim ,Panitera, Sekretaris, Pejabat
Struktural/Fungsional dan pelaksana pada Pengadilan Negeri
Pelalawan

Agenda ‘Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Periode

Triwulan Il Tahun 2025

PEMBUKAAN

a. Pembukaan acara oleh MC
PEMBAHASAN

Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Ibu Evi Dame Rotua
Sitohang membacakan Laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas PN.Pelalawan
Tahun 2024, dimana PN.Pelalawan memperoleh Nilai sebesar 79,75 atau BB
(Sangat Baik) dan selanjutnya memaparkan hasil pengukuran capaian Kinerja

Akuntabilitas Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan Il tahun 2025 :

1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan Il tahun

2025 mendapatkan capaian kinerja sebesar 120% dengan masing nilai

capaian sararan strategi adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis 1, terwujudnya proses peradilan yang adil, transparan
dan akuntabel mendapatkan nilai capaian sebesar 108%.

b. Sasaran Strategis 2, Peningkatan Efektivitas pengelolaan
penyelesaian perkara mendapatkan nilai capai sebesar 153%.

c. Sasaran Strategis 3, Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan mendapatkan nilai capaian sebesar 100% .

d. Sasaran Strategis 4, Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan

Pengadilan mendapatkan nilai capaian sebesar 0% .



. Pada periode Triwulan Il tahun 2025, jumlah perkara perdata yang putus
sebanyak 16 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan secara tepat waktu.
Sehingga capaian seluruhnya perkara perdata yang diselesaikan tepat
waktu mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90%
dengan hasil capaian sebesar 111%.

. Pada periode Triwulan Il tahun 2025, jumlah perkara pidana yang putus
sebanyak 99 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu.
Realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
mencapai 100% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 90%
dengan hasil capaian sebesar 111%.

. Pada periode Triwulan Il Tahun 2025, terdapat 3 perkara yg berhasil
dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative,
sehingga realisasi adalah sebesar 100% dengan target 100%.

. Pada periode Triwulan Il tahun 2025.terdapat 111 perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding dari 115 jumlah perkara pidana dan
perdata yang putus pata triwulan Il. Sehingga untuk capaian kinerja jumlah
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding (Perkara Pidana &
Perkara Perdata) dengan capaian sebesar 113% dimana realisasi
persentase 96,52% dan melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 85%.

. Sedangkan Capaian Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi sebesar 110% dimana realisasinyga mecapai 99% dan
melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 90%.

. Pada periode Triwulan Il Tahun 2025, Indikator Persentase Perkara Anak
yang diselesaikan dengan Diversi adalah sebesar 0% dikarenakan belum
adanya kesepakatan antara kedua belah pihak umtuk melaksanakan proses
diversi.

. Pada periode Triwulan Il Tahun 2025, Indikator Index Presepsi Stakeholder
yang puas terhadap Layanan Peradilan mendapatkan Indeks Kepuasan
Masyarakat realisasi sebesar 99,00% dan melebihi dari target yang
ditetapkan sebesar 95% sehingga capaian mencapai 104%.

. Pada periode Triwulan Il tahun 2025 capaian indikator persentase salinan
putusan perkara perdata yang sampaikan kepada para pihak tepat waktu
mencapai 111% dengan jumlah putusan perkara perdata sebanyak 16

perkara. Untuk salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada



para pihak dengan tepat waktu mencapai 111% dengan jumlah putusan
perkara perdata sebanyak 99 perkara.

9. Pada Triwulan Il Tahun 2025, untuk Indikator Persentase Perkara yang
diselesaikan melalui Mediasi realisasinya mencapai 5% dimana melebihi
target yang ditentukan 2% sehingga capaian mencapai 250%. Untuk
menindaklanjuti perlu dilakukan reviu terhadap target capaian kinerja
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sehingga
menghasilkan menghasilkan capaian yang SMART.

10.Pada Triwulan Il Tahun 2025, pada Indikator Persentase Pencari Keadilan
golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
terdapat 128 permohonan yang mendapatkan Layanan bantuan Hukum di
Pengadilan Negeri Pelalawan, sehingga realisasi mencapai 100 % dengan
target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100%. Sehingga Capaian kinerja
Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum (Posbakum) adalah sebesar 100%.

11.Untuk Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
PN.Pelalawan tidak memberikan target capaian kinerja, hal ini dikarenakan
sesuai dengan perumusan target terhadap capaian Indikator Kinerja
Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) itu
adalah perbandingan jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan
permohonan eksekusi yang diajukan pada tahun berjalan. Sementara
pelaksanaan eksekusi yang selesai dilaksanakan pada tahun 2025 adalah

pelaksanaan permohonan eksekusi pada tahun sebelumnya.

REKOMENDASI PIMPINAN

Setelah mendengarkan hasil pemaparan Capaian Kinerja Triwulan 1l tahun
2025 oleh Kasubag PTIP, ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi dari
pimpinan diantaranya :

1. Agar seluruh Pimpinan baik Pnitera, sekretaris para hakim, para panmud
dan kasubbag dapat kembali mempedomani Target capaian kinerja yang
telah disusun di awal tahun sehingga dapat meningkatkan kinerja pada
masing-masing indikator, karena pimpinan juga harus terlibat dalam
pengambilan keputusan dalam mengukur capaian kinerja.

2. Pimpinan menjelaskan bahwa pada indikator Kinerja presentase perkara
anak yang dilaksanakan dengan diversi sampai dengan triwulan ke I

tidak dapat dilaksanakan,hal ini di karenakan perkara anak yang masuk



penyelesaiannya yang tidak dapat dilakukan secara diversi,dimana rata-
rata perkaranya mengenai perlindungan anak. Sehingga kedepannya

perlu dilakukan perubahan target terkait indikator kinerja ini.

3. Terkait hasil capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan

melalui mediasi sampai dengan triwulan Il capaiannya sudah melampaui
target yang ditetapkan sehingga capaiannya 250% dan dinilai melebihi
dari perencanaan sehingga dirasa perlu untuk kedepannya dilakukan

perbaikan.

4. Ketua menegaskan kembali agar pengukuran kinerja dapat dilakukan

secara berkala dimana setiap level organisasi dapat melakukan
pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya sehingga
pengumpulan data kinerja yang dikumpulkan telah relevam untuk

mengukur capaian kinerja yang diharapkan.

9. Diharapkan pengukuran capaian kinerja memanfaatkan teknologi

informasi (aplikasi) sehingga hasilnya lebih akurat.

KESIMPULAN

Secara umum pimpinan menyampaikan bahwa capaian seluruh indikator
kinerja, sudah dapat dinyatakan “Berhasil” karena dapat melampaui target
yang telah ditetapkan. Adapun keberhasilan capaian tersebut harus
didukung oleh beberapa faktor antara lain: keterlibatan pimpinan,
peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi dari masing-masing bidang dan
adanya peningkatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kinerja, dan
ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

PENUTUP

Demikian dianggap cukup, Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan menutup
acara pada pukul 12.00 WIB dan mengucapkan terima kasih kepada
seluruh peserta rapat.

Notulen Ketua

|

,‘\

Dr. Andry Simbolon, SH.,MH
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan
Evaluasi Capaian Kinerja ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan indak lanjut monitoring evaluasi capaian kinerja triwulan Il ini disusun
sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja
instansi, sekaligus sebagai tindak lanjut atas hasil kegiatan monitoring dan evaluasi
(monev) terhadap capaian kinerja yang telah dilaksanakan sebelumnya. Melalui
laporan ini, diharapkan dapat terlihat secara jelas langkah- langkah korektif dan
perbaikan yang telah diambil atas rekomendasi monitoring dan evaluasi, serta
menjadi acuan dalam upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi
dalam penyusunan laporan ini, baik dari unsur pimpinan, tim monitoring dan evaluasi,
maupun seluruh bagiaan terkait. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat
dalam proses perbaikan berkelanjutan dan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif

untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pelalawan, 16 Juli 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan

Andry Simbolén
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A.

BAB |
PENDAHULUAN

DASAR PELAKSANAAN

. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU

No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum:;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan
Peradilan;

Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

SOP Pengadilan Negeri Pelalawan:

A. RUANG LINGKUP TINDAK LANJUT ATAS MONITORING DAN
EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Laporan ini memuat tindak lanjut atas hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi
capaian kinerja yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan program, kegiatan,
dan target kinerja pada periode yang telah ditentukan. Ruang lingkup laporan
mencakup hal-hal berikut:

1.ldentifikasi Capaian Kinerja
Menguraikan hasil pemantauan dan evaluasi atas capaian indikator kinerja
utama dan indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam dokumen perjanjian

kinerja dan rencana kinerja tahunan.



2.Analisis Permasalahan dan Penyebab Ketidaktercapaian Kinerja Menjelaskan
faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi capaian kinerja, baik yang
menghambat maupun yang mendukung.

3.Rencana dan Realisasi Tindak Lanjut

Memuat langkah-langkah perbaikan yang telah atau akan diambil oleh unit kerja
terkait sebagai respons atas hasil monev, termasuk perbaikan proses, penguatan
kapasitas, atau revisi perencanaan.

4.Rekomendasi Hasil Evaluasi

Menyajikan rekomendasi yang diberikan oleh tim evaluasi, pimpinan, atau unit
pengawasan, serta respon instansi atas rekomendasi tersebut.

5.Dokumentasi Bukti Tindak Lanjut

Berisi lampiran atau ringkasan bukti pelaksanaan tindak lanjut, seperti notulen
rapat, surat tugas, laporan kemajuan, dan dokumen pendukung lainnya.
6.Pemantauan Tindak Lanjut Secara Berkala

Menjelaskan mekanisme pengawasan dan pelaporan berkala terhadap

pelaksanaan tindak lanjut yang telah direncanakan.

Ruang lingkup ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses
manajemen kinerja tidak berhenti pada evaluasi semata, tetapi berlanjut hingga
perbaikan yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.



A. TUJUAN PELAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA
Pelaporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi capaian kinerja disusun dengan

tujuan untuk:

1. Memberikan gambaran atas respons dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh
unit kerja atau instansi terhadap hasil monitoring dan evaluasi kinerja, baik atas
capaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan.

2. Memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti secara
konkret, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan manajemen berbasis kinerja.

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan,
melalui identifikasi akar masalah serta penyusunan rencana aksi yang relevan
dan terukur.

4. Mendukung proses pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan berbasis
data dan hasil evaluasi, baik pada level manajerial maupun operasional.

5. Mendorong budaya kerja yang adaptif dan berorientasi hasil (result-oriented),
sebagai bagian dari penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).

Membangun sistem umpan balik yang berkelanjutan antara proses perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut, dalam rangka peningkatan kinerja

instansi secara menyeluruh.

B. PROSES PELAKSANAAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA

pelaksanaan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja
dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa setiap
rekomendasi dan temuan evaluasi ditangani secara tepat. Adapun tahapan proses
pelaksanaan tindak lanjut tersebut meliputi:



. Pengumpulan dan Analisis Hasil Monitoring dan Evaluasi

Tahap awal dimulai dengan identifikasi hasil monitoring dan evaluasi yang
memerlukan tindak lanjut, baik berupa ketidaktercapaian target, deviasi
pelaksanaan, maupun rekomendasi perbaikan. Analisis dilakukan untuk
mengidentifikasi akar permasalahan serta potensi solusi.

. Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut (Action Plan)

Unit kerja terkait menyusun rencana aksi yang memuat langkah-langkah
perbaikan, penanggung jawab pelaksana, target waktu penyelesaian, serta
indikator keberhasilan. Rencana aksi ini disusun berdasarkan hasil evaluasi
dan disesuaikan dengan kapasitas serta sumber daya yang tersedia.

. Penetapan Rencana Aksi oleh Pimpinan

Rencana aksi yang telah disusun kemudian dibahas dan disetujui oleh
pimpinaninstansi sebagai bentuk komitmen dan arahan pelaksanaan tindak
lanjut.

. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Unit kerja menjalankan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rencana
aksiyang telah disepakati. Pelaksanaan dapat mencakup revisi dokumen
perencanaan, perbaikan proses kerja, penguatan koordinasi, atau
peningkatankapasitas SDM.

. Pemantauan dan Pelaporan Berkala

Proses tindak lanjut dimonitor secara berkala untuk memastikan
pelaksanaannya sesuai dengan jadwal dan target. Laporan pelaksanaan
tindaklanjut disusun secara periodik untuk dilaporkan kepada pimpinan dan
pihak terkait.

. Evaluasi Ulang dan Pembelajaran
Setelah tindak lanjut dilaksanakan, dilakukan evaluasi ulang untuk menilai

efektivitas tindakan yang telah diambil. Hasilnya menjadi pembelajaran bagi

siklus manajemen kinerja berikutnya.



BAB Il

HASIL TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA PN.PELALAWAN TRIWULAN Il TAHUN 2025

Permasalahan/

.| Penanggung Status
No Mor;l;:;:i?gn dan Rekomendasi Jawab Target Waktu Pelaksanaan Keterangan
Evaluasi
1 | Capaian kinerja | - Agar kiranya |panitera Triwulan I Dapat -
pada indikator dapat dilaksanakan
kinerja mengupayak
persentase an
perkara anak kesepakatan
yang sehingga
diselesaikan dapat
dengan diversi diselesikan
sampai dengan secara
TWII belum diversi
terlaksana
2 | Capaian kinerja | - Agar kiranya |Panitera Triwulan 11 Dapat -
pada indikator dapat Dilaksanakan
persentase mengkaiji
perkara yang ulang
diselesaikan terhadap
mediasi TW I target kinerja
telah melebihi tersebut
batas target
anomali

mencapai 250%




BAB III
PENUTUP

Demikian laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
Triwulan 1l Pengadilan Negeri Pelalawan ini disusun sebagai bentuk komitmen
dalam meningkatkan tata kelola organisasi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tindak
lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang telah dilakukan.
Melalui laporan ini, diharapkan seluruh rekomendasi dan temuan yang telah
diidentifikasi dalam proses monev dapat ditindaklanjuti secara nyata, terarah, dan
berkelanjutan.

Penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran
komprehensif mengenai langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan
oleh unit kerja/instansi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat
tata kelola organisasi, serta mendorong tercapainya target dan sasaran strategis
yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa upaya perbaikan dan peningkatan kinerja adalah
proses yang terus berkembang. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai
pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan pelaksanaan tindak lanjut di
masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi
bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan kinerja organisasi yang lebih

baik, transparan, dan akuntabel.



. PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

JI. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
Telp. 0761 493134 (K) 493135 (P ) 493132, 493133, Fax. 0761 95099
Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN
e T —

Pangkalan Kerinci, 15 Juli 2025

Perihal : Undangan Rapat TLHP Capaian Kinerja TW II
Kepada . Ketua,Wakil Ketua, Hakim, Panitera , Sekretaris, Pejabat Struktural
Pejabat Fungsional, Staf dan PPNPN

Dengan ini Dimohon Kehadiran Bapak / Ibu untuk dapat mengikuti
kegiatan Rapat Tidak Lanjut Monitoring Capaian Kinerja Triwulan Il Tahun
2025 akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu,16 Juli 2025
Pukul :11.00 s.d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Cakra

Demikian undangan ini di sampaikan atas perhatian dan kesediaan
Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

SEK RIS

RISA RESTU SARI, S.T



PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

JI. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
Telp. 0761 493134 (K ) 493135 (P ) 493132, 493133, Fax. 0761 95099
Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN
Hari /Tanggal : 16 Juli 2025
Tempat : Ruang Sidang Cakra
Pukul : 11.00 s/d Selesai
Pimpinan Rapat : Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan
Peserta : Wakil Ketua Pengadilan, Hakim ,Panitera, Sekretaris, Pejabat
Struktural/Fungsional dan pelaksana pada Pengadilan Negeri Pelalawan
Agenda : Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

Periode Triwulan Il Tahun 2025

I.  PEMBUKAAN

a. Pembukaan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan

. PEMBAHASAN
1. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Ibu Evi Dame Rotua

Sitohang memaparkan kembali hasil pengukuran capaian Kinerja
Akuntabilitas Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan Il tahun 2025,

a. Sasaran Strategis 1, terwujudnya proses peradilan yang adil, transparan
dan akuntabel mendapatkan nilai capaian sebesar 108%.

b. Sasaran Strategis 2, Peningkatan Efektivitas pengelolaan
penyelesaian perkara mendapatkan nilai capai sebesar 153%. Dimana
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi mengalami
peningkatan capaian sebesar 250% dari target yang telah ditentukan.

c. Sasaran Strategis 3, Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan mendapatkan nilai capaian sebesar 100% .

d. Sasaran Strategis 4, Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan
Pengadilan mendapatkan nilai capaian sebesar 0% .

2. Ketua Pengadilan menyampaikan bahwa hasil pada laporan monitoring dan
Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan |l tahun 2025 tidak terdapat
permasalahan dimana seluruh sasaran strategis telah mencapai pada target
yang sudah ditentukan pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

3. Pimpinan menyampaikan untuk penyelesaian Indikator Kinerja perkara yang

diselesaikan secara mediasi perlu direkomendasikan untuk dilakukan



DAFTAR HADIR

Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Periode Triwulan |l Tahun 2025
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LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
TRIWULAN III TAHUN 2025

I. Dasar Hukum

a.

b.

Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Bagian Keenam Pasal 18 dan 19;

Rekomendasi Kementrian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil
Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja
(PK) yang telah ditanda tangani sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja
pihak yang berjanji. Selain itu perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja
(PK) kedalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen
untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan
atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ~ Nomor

2049/SEK/SK/X11/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/V11/2022 tentang Pedoman

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan
Di Bawahnya

II. Capaian Kinerja
Hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan III Tahun
2025:
No. Sasaragl Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian
Strategis
1 | Terwujudnya 1 | Persentase Perkara Perdata yang
Proses Peradilan diselesaikan Tepat Waktu 90% 96,30% 107%
yang Pasti, > TP tase Porkara Pid
Transparan, dan Persentase Perkara Pidana yang
A;?unt‘;bel diselesaikan Tepat Waktu 90% 100% 111%
3 | Jumlah Putusan yang
menggunakan Pendekatan 100% 100% 100%

Keadilan Retoratif.

4 | Persentase Perkara yang tidak

mengajukan  upaya  hukum 85% 98.43% 115%
Banding

5 | Persentase Perkara yang tidak
mengajukan  upaya  hukum 90% 100% 111%
Kasasi

6 | Persentase Perkara anak yang
diselesaikan dengan Diversi 1% 100% 10.000%




Indeks presepsi pencari
keadilan yang puas terhadap 95% 99,26% 104%
layanan peradilan
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 1.521%
2 | Peningkatan Persentase  Salinan  Putusan
Efektivitas Perkara Perdata yang o " o
Pengelolaan disampaikan ke para pihak tepat e 100% LHze
Penyelesaian waktu.
Perkara Persentase  Salinan  Putusan
Perkara Pidana yang s " :
disampaikan ke para pihak tepat 100% 0 100%
waktu.
Persentase Perkara  yang
diselesaikan melalui mediasi.
2% 17,65% 882%
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 364%
Persentase Perkara Prodeo
Meningkatkatnya yang diselesikan 100% 100% 100%
Akses Peradilan
3 Bagi Masyarakat Persentase Pencari Keadilan
Miskin dan 1 tertentu
- dé golongan tertentu yang " i o
Terpinggirkan mendapat layanan bantuan 190% 100% 1%
Hukum (Posbakum)
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 100%
Meningkatkatnya Persentase putusan perkara
Kepatuhan perdata yang ditindak lanjuti
4 terhadap putusan (eksekusi) NA Na Na
pengadilan
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 NA

III. Analisa Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis 1 :

Akuntabel

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan

1.1 Indikator Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu” adalah

perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang

diselesaikan pada tahun berjalan. Berikut rincian perkara yang putus tepat waktu periode

Triwulan IIT Tahun 2025 :




Jumlah Jumlah Jumlah
Perkara Perkara Perkara
Bulan Perdata yang | Perdata yang | Perdata yang | Target | Realisasi | Capaian
Putus dibulan | Putus Tepat | Putus Tidak

ini Waktu Tepat Waktu
Juli 19 19 0 90% | 100% 111%
Agustus 16 15 1 90% | 93,75% | 104%
September 19 18 1 90% | 93,75% | 104%
Jumlah 54 57 ) 90% | 96,30% | 107%

Pada periode Triwulan III, jumlah perkara Perdata yang putus sebanyak 54 perkara dan
seluruh perkara perdata yang dapat diselesikan secara tepat waktu. Sehingga Realisasi
persentase perkara perdata yang diselesaikan secara tepat waktu untuk periode triwulan III

mencapai 107%.

1.2 Indikator Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu” adalah
perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara
pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. Berikut rincian perkara pidana yang putus

tepat waktu periode Triwulan IIT Tahun 2025 :

Jumlah
Perkara Jumlah Jumlah
Pidana Perkara Perkara
Bulan yang Pidana yang | Pidana yang | Target | Realisasi | Capaian

Putus Putus Tepat | Putus Tidak
Dibulan Waktu Tepat Waktu

ini
Juli 85 85 0 90% 100% 111%
Agustus 78 78 0 90% 100% 111%
September 64 64 0 90% 100% 111%
Jumlah 227 227 0 90% 100% 111%

Pada periode Triwulan III, jumlah perkara pidana yang putus sebanyak 227 perkara dan
seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi persentase perkara pidana yang
diselesaikan tepat waktu mencapai 100% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan
sebesar 90%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Pelalawan telah bekerja sesuai dengan

SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian



perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan konsisten mewujudkan proses peradilan yang

pasti, transparan dan akuntabel.

1.3 Indikator Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif

Indikator kinerja “Persentase Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan
Restoratif” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif dengan
perkara yang diajukan untuk Restoratif. Berikut rincian perkara Putusan yang menggunakan

pendekatan keadilan Restoratif periode Triwulan III Tahun 2025 :

Jumlah
Jumlah
Perkara
i Perkara yang
Bulan diZ' ul;gan diselesaikan | Target | Realisasi | Capaian
J dengan
untuk ;
. Restoratif
restoratif
Juli 1 1 100% 100% 100%
Agustus 3 3 100% 100% 100%
September 0 0 100% | 100% 100%
Jumlah 4 4 100% | 100% 100%

Pada periode Triwulan III Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan telah berhasil
melakukan penyelesaian 4 perkara untuk indikator Persentase Jumlah Putusan yang

menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.

1.4 Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding” adalah
perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, dengan jumlah
putusan perkara. Berikut persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding :

Jumlah Perkara Pidana Jumlah Perkara Pidana
dan Perdata yang Putus | dan Perdata yang Putus

Dibulan Berjalan dan Tidak Mengajukan Fatgnt Resileas) CapRian
(Triwulan 1) Upaya Hukum Banding
254 250 85% 98,43% 115%

Pada periode Triwulan IIT Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator persentase perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah sebesar 98,43% dengan capaian sebesar



115%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan puas dengan putusan

pengadilan tingkat pertama dan tidak melakukan upaya banding.

1.5 Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi” adalah
perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan jumlah

putusan perkara. Berikut persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi :

Jumlah Perkara Pidana
dan Perdata yang Putus

Jumlah Perkara Pidana
dan Perdata yang Putus

Dibulan Berjalan dan Tidak Mengajukan horget Adl Capsian
(Triwulan 111) Upaya Hukum Kasasi
254 254 90% 100% 111%

Pada periode Triwulan III Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator persentase perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 100% dengan capaian sebesar
111%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan puas dengan putusan

pengadilan tingkat banding dan tidak melakukan upaya hukum kasasi.

1.6 Indikator Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi.

Indikator kinerja “Persentase perkara anak yang diselesikan dengan Diversi” adalah
perbandingan jumlah perkara diversi ysng dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara

diversi. Berikut persentase perkara anak yang diselesikan dengan diversi :

Jumlah Perkara anak Jumlah Perkara Diversi

yang diajukan Diversi yang dinyatakan Target Realisasi Capaian
(Triwulan 11) berhasil
1 1 1% 100% 10.000%

Pada periode Triwulan IIT Tahun 2025, terdapat Capaian kinerja untuk indikator persentase
perkara anak yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 1 perkara, Pada Tahun 2025,
Pengadilan Negeri Pelalawan telah menetapkan Target awal untuk indikator persentase
perkara anak yang diselesaikan melalui diversi sebesar 1%, namun pada capaian kinerja
periode triwuan Il realisasi yang dicapai mencapai 100% sehingga capaian menunjukkan

angka 10.000%, yang dinilai tidak wajar atau bersifat anomali.Hal ini terjadi karena target



awal yang ditetapkan terlalu kecil (hanya 1%), sementara realisasi kinerjanya cukup tinggi,
sehingga menyebabkan hasil perhitungannya tidak memenuhi prinsip SMART. Oleh karena
itu perlu dilakukan revisi target agar hasi; capaian lebih realistis dan terukur.

1.5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pengukuran Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan berpedoman
pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai
konversi interval IKM index harus > 80. Pengukuran menggunakan aplikasi Survey
Pelayanan Elektronik (SISUPER).

Indeks Total

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN PENDIDIKAN olah G ORG

NILAI INDEKS . o o
3,97 /99,26 % o

Periode 1 Juli 2025 sampai 30 September 2025 Dipioma 1 0 ORG

Pada Triwulan III Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan mendapatkan Indeks Kepuasan
Masyarakat sebesar 99,26 % dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar
95%. Capaian kinerja Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
adalah sebesar 104%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah
memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan

ketentuan peraturan perundangan - undangan yang mengaturnya.

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
2.1 Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para pihak tepat
Waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat
waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu, dengan
jumlah putusan. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2011 tentang



perubahan SE MA No.2 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Pengadilan yang
memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan dalam waktu 14

hari sejak putusan diucapkan.
Jumlah Salinan | Jumlah Salinan
Perkara
Perdata Putusan Putusan
an Perkara Perkara
Bulan lzu tugs Perdata yang Perdata yang Target | Realisasi | Capaian
Bulan dikirim ke Para | dikirim ke Para
Ini Pihak Tepat Pihak Tidak
Waktu Tepat Waktu
Juli 19 19 0 90% 100% 111%
Agustus 16 16 0 90% 100% 111%
September 19 19 0 90% 100% 111%
Jumlah 54 54 0 90% 100% | 111%
Juxplah Jumlah Salinan
Perkara Salinan
. Putusan
Pidana Putusan "
ang Perkara Rty .Pl.d.an . . ;
Bulan 4 . yang dikirim Target | Realisasi | Capaian
Putus | Pidana yang ;
g ke Para Pihak
Bulan dikirim ke !
. : Tidak Tepat
Ini Para Pihak Waktu
Tepat Waktu
Juli 85 85 0 100% 100% 100%
Agustus 78 78 0 100% 100% 100%
September 64 64 0 100% 100% 100%
Jumlah 207 227 0 100% 100% 100%

Pada periode Triwulan III tahun 2025 capaian indikator persentase salinan putusan perkara perdata
yang sampaikan kepada para pihak tepat waktu mencapai 111% dengan jumlah putusan perkara
perdata sebanyak 54 perkara. Untuk salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para
pihak dengan tepat waktu selalu mencapai 111% setiap bulannya. Pada periode Triwulan I tahun
2025, jumlah putusan perkara pidana sebanyak 227 perkara dan seluruh salinan putusan tersebut dapat
dikirim ke para pihak tepat waktu.

2.2 Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.

Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah
perkara yang diselesikan melalui mediasi berhasil dangan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.
Dimana jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan




dinyatakan berhasil yang dibuktikan degan akta perdamaian. Sesuai dengan PERMA No 1 Tahun
2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Berikut persentase perkara yang diselesaikan melalui
mediasi periode Triwulan I1 :

Jumlah Jumialy
Perkara I §rkara yang
diselesaikan .. )
Bulan an . Target Realisasi | Capaian
dilzkuian melalui ¢ b
Mediasi mediasi
berhasil
Juli 6 1 2% 16,66% 833%
Agustus 1 0 2% - 0
September 10 2 2% - 0
Jumlah 17 3 2% 17.65% 882%

Pada Triwulan III Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan berhasil melaksanakan
mediasi berhasil pada bulan Juli dan September dengan 3 perkara yang berhasil
diselesaikan melalui mediasi. Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan telah
menetapkan Target awal untuk indikator Persentase Perkara yang diselesaikan melalui
Mediasi sebesar 1%, namun pada capaian kinerja periode triwuan III realisasi yang
dicapai mencapai 17,65% sehingga capaian menunjukkan angka 882%, yang dinilai tidak
wajar atau bersifat anomali. Hal ini terjadi karena target awal yang ditetapkan terlalu kecil
(hanya 2%), sementara realisasi kinerjanya cukup tinggi, sehingga menyebabkan hasil
perhitungannya tidak memenuhi prinsip SMART. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi

target agar hasil capaian lebih realistis dan terukur.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan.

3.1 Indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesikan
Indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesikan adalah perbandingan Jumlah
perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan prodeo. Sesuai
dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak



mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara Perkara prodeo yang

diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.

Jumlah
Perkara Jumlah Perkara
Bulan yang Prodeo yang Realisasi | Target | Capaian

diajukan diselesaikan

Prodeo
Tuli 3 3 100% 100% 100%
Agustus - - - - -
September - - - - -
Jumiah 3 3 100% 100% 100%

Pada Triwulan III Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan berhasil melaksanakan
Penyelesaian perkara prodeo sebanyak 3 perkara prodeo, sehingga realisasi pada indikator

capaian kinerja Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 100%.

4.1 Indikator Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum (Posbakum)

Indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum (Posbakum) adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum. Sesuai dengan
PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak
Mampu di Pengadilan. Dimana Jumlah Layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang
terdaftar pada register Posbakum. Berikut ini adalah Persentase Pencari Keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Triwulan IIT :

Jumlah Pencari
Jumlah Keadilan Golongan
Bulan Fermeliona Tertentu yang Realisasi | Target | Capaian
n Layanan mendapatkan
Hukum Layanan Bantuan
Hukum

Juli 42 42 100% 100% 100%
Agustus 36 36 100% 100% 100%
September 31 31 100% 100% 100%
Jumlah 109 109 100% 100% 100%




Pada Triwulan III Tahun 2025, pada Indikator Persentase Pencari Keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri
Pelalawan mendapatkan realisasi sebesar 100 % dengan target yang telah ditetapkan yakni
sebesar 100%. Sehingga Capaian kinerja Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu
yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebesar 100%, hal ini
menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah berhasil memberikan pelayanan
yang PRIMA kepada masyarakat sehingga masyarakat Pencari Keadilanmerasa puas

terhadap layanan peradilan yang diberikan.

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
5.1 Indikator Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Indikator Kinerja Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).adalah
perbandingan jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan
cksekusi. Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan
eksekusi, sedangkan jumlah permohonan eksekusi merupakan jumlah permohonan eksekusi
yang diajukan pada tahun berjalan. Berikut ini adalah Persentase Putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi) periode Triwulan III:

Jumlah Jumlah Eksekusi
Bul Permohonan | yang telah selesai Turoet | Redbisasi | Chipai
a eksekusi dilaksanakan tahun & > apaian
tahun 2025 2025
Juli 1 0 3% 0 0
Agustus 0 0 3% 0 0
September 1 0 3% 0 0
Jumlah " 0 3% 0 0

Pada Indikator ini menggambarkan tingkat pelaksanaan tindak lanjut terhadap putusan perkara
perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Persentase ini diperoleh dari perbandingan antara
jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi yang
diajukan pada tahun berjalan, sehingga hal ini dirasa tidak akan mungkin tercapai pada
Pengadilan Negeri Pelalawan jika yang dimaksud dengan “eksekusi yang telah selesai

dilaksanakan” adalah putusan yang telah benar-benar dieksekusi hingga tuntas.



Namun, seiring dengan perkembangan dan penyesuaian dalam pelaksanaan tugas di lapangan,
formula perhitungan indikator ini kini disederhanakan, yaitu cukup dihitung sampai pada
tahapan pelaksanaan aanmaning (teguran kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan isi
putusan secara sukarela). Perubahan ini dilakukan untuk memberikan pengukuran kinerja yang lebih
realistis dan mencerminkan proses hukum yang benar-benar terjadi di pengadilan negeri Pelalawan. Oleh

karena itu perlu dilakukan revisi target agar hasil capaian lebih realistis dan terukur.

IV. Kesimpulan

Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan
Triwulan III Tahun 2025 menyajikan pencapaian 4 (Empat) sasaran strategis yang
menggunakan alat ukur 7 indikator pada Sasaran I: Terwujudnya proses peradilan yang
pasti, transparan dan akuntabel dan 2 indikator pada Sasaran II : Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara, 3 Indikator pada Sasaran III : Meningkatnya akses
peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan, dan 2 indikator pasa Sasaran IV :
Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil”
karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 12 indikator kinerja yang
diperjanjikan, 11 indikator kinerja dinyatakan “Berhasil” sesuai dengan target bahkan ada
yang melampui melebihi target dengan capaian di atas 120% bersifat anomali dan tidak
memenuhi prinsip SMART sehingga perlu dilaksanakan revisi target kinerja sehingga
menghasilkan capaian kinerja yang lebih terukur. Keberhasilan capaian tersebut didukung
oleh beberapa faktor antara lain : adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan,
peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor

penunjang.
V. Rekomendasi

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar
menjadi fokus perbaikan kinerja di Periode mendatang. Untuk mengatasi kendala dan
permasalahannya, Pengadilan Negeri Pelalawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

harus berupaya :

% Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder
komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan civil society sebagai bahan integral dari

pengadilan



* Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
<% Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
% Mereviu target Rencana Strategis

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025

dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 9 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Neiren' Pelalawan

a{pL\

Dr.Andry Simbg¢lon,SH.,MH




1MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Akuntabel

Terwujudnya Proses Peradilan
yvang Pasti, Transparan,

Persentase Perkara
Perdata yang]
diselesaikan Tepat
Waktu

90%

96,30%

107%

Persentase Perkara
Pidana yang
diselesaikan Tepat
Waktu

90%

100%

111%

Jumlah putusan yang
menggunakan
pendekatan Restoratif.

100%

100%

100%

Persentase Perkara
yvang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding

85%

98,43%

115%

Persentase Perkara
yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi

90%

100%

111%

Persentase perkaral
anak yang diselesaikan
dengan Diversi

1%

100%

10.000%

Index persepsi pencari
keadilan yang puas
terhadap layanan|

peradilan.

95%

99,26 %

104%




URAIAN PROGRES

URAIAN

menangani perkara tersebut

NO AKSI KEGIATAN PELAKSANAAN PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT
Indikator : Penyelesaian Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
1 Mendata, mengidentifikasi danMenghitung lamanya  waktu
mengevaluasi perkara perdata yang lebihpenanganan perkara perdatal Ti
. . . . idak ada -
dari 5 bulan mulai dari pendaftaran sampai
minutasi
2 |Melaporkan dan mencari solusi yangApabila menemukan|
tepat penyelesaian perkara perdatql
yang lebih dari 5 b.ulan maka Tidak ada )
melaporkan ke pimpinan untuk
dibahas dalam laporan evaluasi
kinerja.
3 |Melaksanakan persidangan sesuai asasPelaksanaan persidangan sesuai
persidangan cepat, sederhana dan biayadengan jadwal sidang yang sudah| Ti
. . idak ada .
ringan ditetapkan (court calender)
4 |Menunda persidangan tidak terlalu lamaPenundaan sidang dilakukan|
(maksimal 2 minggu) terkait dengan belum selesainyal
putusan yang dibuat atau .
terdapat majelis yang sakit] Tidak ada )
dengan waktu yang tidak
melebihi yang sudah ditetapkan
S Memutus perkara perdata tidak melebihiWaktu yang dihitung mulai dari
S bulan reg1ste?' atau pendaf.taran perlfara Tidak ada )
sampai dengan minutasi tidak]
lebih dari 3 bulan
6 |Mencoret perkara perdata yang sudahApabila ditemukan penyelesaian
melebihi batas waktu teguran perkara yang lebih dari 5 bulan
maka diberikan tanda atau
teguran terhadap majelis yang Tidak ada -




Indikator : Penyelesaian Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

1 IMendata, mengidentifikasi danMenghitung lamanya wakty
mengevaluasi perkara pidana yang lebihpenanganan  perkara pidana Tidak ada
dari 5 bulan mulai dari pendaftaran sampail
minutasi
2 |Melaporkan dan mencari solusi yangApabila menemukan|
tepat penyelesaian  perkara pidana
yang lebih dari 3 bulan makal Tidale ada
melaporkan ke pimpinan untuk
dibahas dalam laporan evaluasi
kinerja triwulan.
3 |Melaksanakan persidangan sesuai asasPelaksanaan persidangan sesuai
persidangan cepat, sederhana dan biayaldengan jadwal sidang yang sudah Tidak ada
ringan ditetapkan (court calender)
4 |Menunda persidangan tidak terlalu lamaPenundaan sidang dilakukan|
(maksimal 2 minggu) terkait dengan belum selesainya]
putusan yang dibuat atau :
terdapat majelis yang sakit Tickal-ada
dengan waktu yang tidak
melebihi yang sudah ditetapkan
S Memutus perkara pidana tidak melebihiWaktu yang dihitung mulai dari
3 bulan register atau pendaftaran perkara) Tidak ada.
sampai dengan minutasi tidak
lebih dari 3 bulan
6 |Mencoret perkara pidana yang sudah/Apabila ditemukan penyelesaian
melebihi batas waktu teguran perkara yang lebih dari 3 bulan
maka diberikan tanda atau
teguran terhadap majelis yang Tidak ada

menangani perkara tersebut




Indikator : Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

1

Mendata Perkara yang diajukan untukMelakukan Pendataan terhadap

diversi

Restoratif perkara yang diselesaikan dengan|
pendekatan  Restoratif, dalam| .
perkara Narkotika, melalui Tidak ada
penyelesaian non penal melalui
rehabilitasi.
Indikator : Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1 Mendata Perkara yang tidak melakukan [Melakukan monitoring pada
upaya hukum banding aplikasi SIPP terkait dengan Tidak sds
upaya hukum banding
Indikator : Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1 Mendata Perkara yang tidak melakukanMelakukan monitoring  pada
upaya hukum kasasi aplikasi  SIPP ter]f<a1t dengan Tidak ada
upaya hukum kasasi
Indikator : Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi
1 Menyusun Putusan Perkara anak yangMajelis yang memutus perkara]
diselesaikan dengan Diversi berkualitas |dengan mempertimbangkan rasal ’
: : Tidak ada
keadilan kemanfaatan dan tujuan|
hukum
2  |Mendata  Perkara anak  yangMelakukan  monitoring pada
diselesaikan dengan Diversi aplikasi SIPP terkait dengan Tidak ada.




Indikator: Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

1

Membentuk Tim Survey Kepuasan

KPN menetapkan Tim Survey|

Masyarakat yvang ada pada Pengadilan Tinggi Tidak ada
Riau
Menyusun Job Description Tim EvaluasiMasing masing tim bertugas Tidak 5da
Kepuasan Masyarakat sesuai dengan jabatannya
Menyusun Jadwal Pelaksanaan danMempersiapkan jadwal
Kebutuhan Survey Kepuasanmelaksanakan survey dan
Masyarakat mempersiapkan tools atau sarana Tidak ada
dalam melaksanakan survey
4 |Melaksanakan SKM (secara manual ataulPara responden diarahkan untuk
menggunakan aplikasi) mengisi survey secara online :
(menggunakan aplikasi SISUPER) Tidalcada.
S |Mendata dan merekap hasil SKM Dengan login admin pada aplikasi
SISUPER diperoleh hasil survey| Tidak ada
untuk tiap triwulan
6  [Menyusun Laporan Hasil SKM Data yang ada pada aplikasi
SISUPER dikumpulkan untuk
dijadikan  bahan  pembuatan Tidak ada
laporan triwulan Survey
Kepuasan Masyarakat
7 |Melakukan evaluasi berdasarkan hasilDari hasil survey yang ada di
SKM dan menindaklanjuti hasil survey |peroleh 3 nilai terendah yang Tidak ada.

mana di evaluasi dan diberikan

tindak lanjutnya.




SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase Salinan
Putusan Perdata
yang Disampaikan
ke Para Pihak Tepat
Waktu

90%

100%

111%

Persentase Salinan
Putusan Pidana
yang Disampaikan
ke Para Pihak Tepat
Waktu

100%

100%

100%

Persentase Perkara
yang diselesaikan
melalui Mediasi

2%

17,65%

882%




NO

AKSI KEGIATAN

URAIAN PROGRES
PELAKSANAAN

URAJAN
PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

Indikator : Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

1

Menginput tundaan sidang
setelah sidang dilaksanakan

Pengisian tanggal penundaan hari
sidang langsung dilaksanakan

perkara yang diselesaikan melalui
mediasi

; Tidak ada -
pada hari yang sama
2 |Membuat Berita Acara Sidang Panitera Pengganti membuat BA
setelah sidang dilaksanakan setiap kali sidang dilaksanakan Tidak ada -
dan di masukan ke SIPP
3 Membuat Putusan sebelum Majelis sudah selesai membuat|
sidang pembacaan putusan putusan untuk dibaca pada Tidak ada -
sidang yang sudah dijadwalkan
4 Menginput Amar Putusan dan Setelah selesai pembacaan
Tanggal Putusan di SIPP putusan, Amar putusan langsung Tidalk ada, )
maksimal 1 hari setelah Sidang |dimasukan ke dalam SIPP
Putusan
S Mengunggah Salinan Putusan ke [Setelah selesai pembacaan
SIPP (edoc) putusan, softcopy file putusan :
langsung dimasukan ke dalam| Hideic ads )
SIPP
6 |Melakukan evaluasi ketepatanPanitera pengganti menyerahkan
waktu  penyampaian  salinanberkas perkara kebagian perdata
putusan untuk dilakukan minutasi dengan
mengecek kelengkapanya dan Tidak ada -
setelah itu salinan langsung
dikirim ke PN Pengaju
Indikator : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
1 Mendata Perkara yang yang Melakukan  monitoring  pada
diselesaikan melalui mediasi aplikasi SIPP terkait dengan Tidak ada )




NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
3 Meningkatnya Akses PeradilanPersentase Perkaral
bag1' Masyarakat Miskin danPf'odeo. yang 100% 100% 100%
Terpinggirkan diselesaikan
Persentase Pencari
Keadilan  Golongan) 100% 100% 100%

tertentu yang mendapat

layanan bantuan




URAIAN

(Posbakum)

mendapat layanan bantuan hukum

(Posbakum)

NO AKSI KEGIATAN TINDAK LANJUT
URAIAN PROGRES PELAKSANAAN PERMASALAHAN
Indikator : Persentase Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
1. Menerima Berkas Petugas PTSP menerima berkas
Gugatan /permohonan perkara [permohonan dan mendisposisi Tidak ada )
Prodeo kepada Ketua Pengadilan
Disposisi Berkas Permohonan Panmud Perdata memeriksal
prodeo kelengkapan berkas pemohon Tidak ada. )
perkara prodeo
SKUM dibayar ke BANK Bendahara Pengeluaran
mengeluarkan biaya perkara prodeo ; .
DIPA 03 kepada Kasir Tidele.ads
Register Perkara Menginput ke SIPP dan mencatat
Gugatan /Permohonan dalam buku register induk perkaral Tidak ada i
Gugatan/Permohonan
Mendata perkara yang mendapat Melakukan monitoring pada aplikasi
layanan bantuan hukum SIPP terkait dengan perkara yang Tidak ada. )




NO

AKSI KEGIATAN

URAIAN PROGRES
PELAKSANAAN

URAIAN
PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

Indikator : Persentase Putusan Perkara

Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

1

Menerima permohonan eksekusi

Petugas PTSP menerima berkas
eksekusi dari Pemohon dan

Ti -
menginput pada aplikasi PTSP el ada
untuk di disposisi
2 |Membuat resume Panmud perdata membuat]
resume untuk diserahkan kepada Tidek sda )
panitera
3 Membuat rincian biaya eksekusi [Panmud perdata membuat rincian
dan pelaksanaan eksekusi biaya dan menginput pada Tidak ada )
aplikasi SIPP
4 Membuat tindak lanjut hasil Panmud perdata membuat tindak
resume lanjut hasil resume Tidak ada. )
S Membuat Aanmaning dan Panitera membuat aanmaning
Penetapan sita Eksekusi dan penetapan sita eksekusi Tidal aela )
6 |Memberitahukan para pihak Jurusita memberitahukan dan
untuk dilakukan aanmaning memanggil para pihak untuk sl ada .
dilakukan aanmaning
7 Membuat tindak lanjut hasil Panitera membuat penetapan|
aanmaning dan penetapan eksekusi dan jurusital Tidak ada )

eksekusi

memberitahukan kepada para

pihak untuk dilakukan eksekusi.




PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

JI. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
Telp. 0761 493134 (K ) 493135 (P) 493132, 493133, Fax. 0761 95099
Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN

Pangkalan Kerinci, 20 Oktober 2025

Perihal : Undangan Rapat
Dasar : Surat undangan nomor 98/SEK.PN.W4-U8/UND.HM3.1.3/X/2025
Kepada : Ketua,Wakil Ketua, Hakim, Panitera , Sekretaris, Pejabat Struktural

Pejabat Fungsional, Staf dan PPNPN

Dengan ini Dimohon Kehadiran Bapak / Ibu untuk dapat mengikuti
kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan Ill Tahun
2025 akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa , 21 Oktober 2025
Pukul : 11.00 s.d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Cakra

Demikian undangan ini di sampaikan atas perhatian dan kesediaan
Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

SE ARIS

RISA RESTU SARI, S.T



PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

JI. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
Telp. 0761 493134 (K ) 493135 (P ) 493132, 493133, Fax. 0761 95099
Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN
e —

Hari /Tanggal : Selasa, 21 Okrober 2025

Tempat : Ruang Sidang Cakra PN Pelalawan

Pukul : 11.00 s/d Selesai

Pimpinan Rapat : Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan

Peserta :Wakil Ketua Pengadilan, Hakim ,Panitera, Sekretaris, Pejabat
Struktural/Fungsional dan pelaksana pada Pengadilan Negeri
Pelalawan

Agenda ‘Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Periode

Triwulan Il Tahun 2025

. PEMBUKAAN

a. Pembukaan acara oleh MC
l. PEMBAHASAN

Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Ilbu Evi Dame Rotua

Sitohang  memaparkan hasil pengukuran Capaian Kinerja PN.Pelalawan

periode triwulan ke 111 2025 :

1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan Il tahun

2025 mendapatkan capaian kinerja sebesar 661% dengan masing nilai

capaian sararan strategi adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis 1, terwujudnya proses peradilan yang adil, transparan
dan akuntabel mendapatkan nilai capaian sebesar 1.521%.

b. Sasaran Strategis 2, Peningkatan Efektivitas pengelolaan
penyelesaian perkara mendapatkan nilai capai sebesar 364%.

c. Sasaran Strategis 3, Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan mendapatkan nilai capaian sebesar 200% .

d. Sasaran Strategis 4, Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan
Pengadilan mendapatkan nilai capaian sebesar 0% .



. Pada periode Triwulan Il tahun 2025, jumlah perkara perdata yang putus
sebanyak 54 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan secara tepat waktu.
Sehingga capaian seluruhnya perkara perdata yang diselesaikan tepat
waktu mencapai 96,30% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90%
dengan hasil capaian sebesar 107%.

. Pada periode Triwulan Il tahun 2025, jumlah perkara pidana yang putus
sebanyak 227 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu.
Realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
mencapai 100% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 90%
dengan hasil capaian sebesar 111%.

. Pada periode Triwulan [l Tahun 2025, terdapat 4 perkara yg berhasil
dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative,
sehingga realisasi adalah sebesar 100% dengan target 100%.

. Pada periode Triwulan Ill tahun 2025 terdapat 111 perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding dari 250 jumlah perkara pidana dan
perdata yang putus pata triwulan Ill. Sehingga untuk capaian kinerja jumlah
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding (Perkara Pidana &
Perkara Perdata) dengan capaian sebesar 115% dimana realisasi
persentase 98,43% dan melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 85%.

. Sedangkan Capaian Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi sebesar 111% dimana realisasinya mecapai 100% dan
melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 90%.

. Pada periode Triwulan [l Tahun 2025, terdapat Capaian kinerja untuk
indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
sebanyak 1 perkara, Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan telah
menetapkan Target awal untuk indikator persentase perkara anak yang
diselesaikan melalui diversi sebesar 1%, namun pada capaian kinerja
periode triwuan Il realisasi yang dicapai mencapai 100% sehingga capaian
menunjukkan angka 10.000%, yang dinilai tidak wajar atau bersifat
anomali.Hal ini terjadi karena target awal yang ditetapkan terlalu kecil (hanya
1%), sementara realisasi kinerjanya cukup tinggi, sehingga menyebabkan
hasil perhitungannya tidak memenuhi prinsip SMART. Oleh karena itu perlu

dilakukan revisi target agar hasi; capaian lebih realistis dan terukur.



Pada periode Triwulan Ill Tahun 2025, Indikator Index Presepsi Stakeholder
yang puas terhadap Layanan Peradilan mendapatkan Indeks Kepuasan
Masyarakat realisasi sebesar 99,26% dan melebihi dari target yang
ditetapkan sebesar 95% sehingga capaian mencapai 104%.

Pada periode Triwulan Il tahun 2025 capaian indikator persentase salinan
putusan perkara perdata yang sampaikan kepada para pihak tepat waktu
mencapai 111% dengan jumlah putusan perkara perdata sebanyak 54
perkara. Untuk salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada
para pihak dengan tepat waktu mencapai 111% dengan jumlah putusan
perkara perdata sebanyak 54 perkara.

Pada periode Triwulan Il tahun 2025 capaian indikator persentase salinan
putusan perkara Pidana yang sampaikan kepada para pihak tepat waktu
mencapai 100% dengan jumlah putusan perkara perdata sebanyak 227
perkara. Untuk salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada
para pihak dengan tepat waktu mencapai 100% dengan jumlah putusan
perkara perdata sebanyak 227 perkara.

10.Pada Triwulan [l Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan berhasil

11.

melaksanakan mediasi berhasil pada bulan Juli dan September dengan 3
perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Pada Tahun 2025,
Pengadilan Negeri Pelalawan telah menetapkan Target awal untuk indikator
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi sebesar 1%, namun
pada capaian kinerja periode triwuan Il realisasi yang dicapai mencapai
17,65% sehingga capaian menunjukkan angka 882%, yang dinilai tidak
wajar atau bersifat anomali. Hal ini terjadi karena target awal yang
ditetapkan terlalu kecil (hanya 2%), sementara realisasi kinerjanya cukup
tinggi, sehingga menyebabkan hasil perhitungannya tidak memenuhi prinsip
SMART. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi target agar hasil capaian lebih
realistis dan terukur.

Pada Triwulan [l Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan berhasil
melaksanakan Penyelesaian perkara prodeo sebanyak 3 perkara prodeo,
sehingga realisasi pada indikator capaian kinerja Persentase Perkara
prodeo yang diselesaikan sebesar 100%.

12.Pada Indikator ini menggambarkan tingkat pelaksanaan tindak lanjut

terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.
Persentase ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah eksekusi yang
telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi yang



diajukan pada tahun berjalan, sehingga hal ini dirasa tidak akan mungkin
tercapai pada Pengadilan Negeri Pelalawan jika yang dimaksud dengan
‘eksekusi yang telah selesai dilaksanakan” adalah putusan yang telah
benar-benar dieksekusi hingga tuntas.

REKOMENDASI PIMPINAN

Setelah mendengarkan hasil pemaparan Capaian Kinerja Triwulan Il tahun
2025 oleh Kasubag PTIP, ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi dari
pimpinan diantaranya :

Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan revisi terhadap penetapan target
kinerja untuk indikator-indikator yang bersifat anomali, dengan
menyesuaikan kembali target berdasarkan data historis, serta potensi riil
capaian di lapangan. Langkah revisi ini penting agar:

1. Hasil pengukuran kinerja menjadi lebih rasional dan akurat,
mencerminkan upaya nyata satuan kerja.

2. Penilaian kinerja menjadi lebih objektif, sesuai dengan prinsip
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Laporan SAKIP Pengadilan Negeri Pelalawan memenunhi prinsip
SMART, sehingga dapat menjadi dasar yang kredibel dalam
evaluasi kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Dengan demikian, revisi target kinerja ini bukan semata-mata
penyesuaian angka, melainkan bentuk perbaikan tata kelola kinerja
agar hasil pengukuran benar-benar menggambarkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri

Pelalawan.

KESIMPULAN

Secara umum pimpinan menyampaikan bahwa capaian seluruh indikator
kinerja, sudah dapat dinyatakan “Berhasil” karena dapat melampaui target
yang telah ditetapkan. Adapun keberhasilan capaian tersebut harus
didukung oleh beberapa faktor antara lain: keterlibatan pimpinan,
peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi dari masing-masing bidang dan
adanya peningkatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kinerja, dan

ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.



PENUTUP

Demikian dianggap cukup, Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan menutup
acara pada pukul 12.00 WIB dan mengucapkan terima kasih kepada
seluruh peserta rapat.

Notulen Ketua

N

Evi Dame Rotda Sitohang. S.IP Dr. Andry Simbolorn, SH.,MH




Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Periode Triwulan Il Tahun 2025




MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
HARI/TANGGAL : SELASA, 21 OKTOBER 2025
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S PENGADILAN NEGERI

¢ PELALAWAN KELAS IB

LAPORAN
TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI

GAPAIAN KINERJA

TRIWULAN I
2025




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan
Evaluasi Capaian Kinerja ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan indak lanjut monitoring evaluasi capaian kinerja triwulan 11l ini disusun
sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja
instansi, sekaligus sebagai tindak lanjut atas hasil kegiatan monitoring dan evaluasi
(monev) terhadap capaian kinerja yang telah dilaksanakan sebelumnya. Melalui
laporan ini, diharapkan dapat terlihat secara jelas langkah- langkah korektif dan
perbaikan yang telah diambil atas rekomendasi monitoring dan evaluasi, serta
menjadi acuan dalam upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang teléh berkontribusi
dalam penyusunan laporan ini, baik dari unsur pimpinan, tim monitoring dan evaluasi,
maupun seluruh bagiaan terkait. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat
dalam proses perbaikan berkelanjutan dan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif
untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pelalawan, 22 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan

9[3_.1,

Andry Simbolon
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A

BAB |
PENDAHULUAN

DASAR PELAKSANAAN

. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU
No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022

A

tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan
Peradilan;

Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

SOP Pengadilan Negeri Pelalawan;

RUANG LINGKUP TINDAK LANJUT ATAS MONITORING DAN
EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Laporan ini memuat tindak lanjut atas hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi

capaian kinerja yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan program, kegiatan,
dan target kinerja pada periode yang telah ditentukan. Ruang lingkup laporan

mencakup hal-hal berikut:

1.ldentifikasi Capaian Kinerja
Menguraikan hasil pemantauan dan evaluasi atas capaian indikator kinerja
utama dan indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam dokumen perjanjian

kinerja dan rencana kinerja tahunan.



2.Analisis Permasalahan dan Penyebab Ketidaktercapaian Kinerja Menjelaskan
faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi capaian kinerja, baik yang
menghambat maupun yang mendukung.

3.Rencana dan Realisasi Tindak Lanjut

Memuat langkah-langkah perbaikan yang telah atau akan diambil oleh unit kerja
terkait sebagai respons atas hasil monev, termasuk perbaikan proses, penguatan
kapasitas, atau revisi perencanaan.

4 Rekomendasi Hasil Evaluasi

Menyajikan rekomendasi yang diberikan oleh tim evaluasi, pimpinan, atau unit
pengawasan, serta respon instansi atas rekomendasi tersebut.

5.Dokumentasi Bukti Tindak Lanjut

Berisi lampiran atau ringkasan bukti pelaksanaan tindak lanjut, seperti notulen
rapat, surat tugas, laporan kemajuan, dan dokumen pendukung lainnya.
6.Pemantauan Tindak Lanjut Secara Berkala

Menjelaskan mekanisme pengawasan dan pelaporan berkala terhadap

pelaksanaan tindak lanjut yang telah direncanakan.

Ruang lingkup ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses
manajemen kinerja tidak berhenti pada evaluasi semata, tetapi berlanjut hingga
perbaikan yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.



A. TUJUAN PELAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA
Pelaporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi capaian kinerja disusun dengan

tujuan untuk:

1. Memberikan gambaran atas respons dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh
unit kerja atau instansi terhadap hasil monitoring dan evaluasi kinerja, baik atas
capaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan.

2. Memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti secara
konkret, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan manajemen berbasis kinerja.

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan,
melalui identifikasi akar masalah serta penyusunan rencana aksi yang relevan
dan terukur.

4. Mendukung proses pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan berbasis
data dan hasil evaluasi, baik pada level manajerial maupun operasional.

5. Mendorong budaya kerja yang adaptif dan berorientasi hasil (result-oriented),
sebagai bagian dari penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).

Membangun sistem umpan balik yang berkelanjutan antara proses perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut, dalam rangka peningkatan kinerja

instansi secara menyeluruh.

B. PROSES PELAKSANAAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA

pelaksanaan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja
dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa setiap
rekomendasi dan temuan evaluasi ditangani secara tepat. Adapun tahapan proses
pelaksanaan tindak lanjut tersebut meliputi:



. Pengumpulan dan Analisis Hasil Monitoring dan Evaluasi

Tahap awal dimulai dengan identifikasi hasil monitoring dan evaluasi yang
memerlukan tindak lanjut, baik berupa ketidaktercapaian target, deviasi
pelaksanaan, maupun rekomendasi perbaikan. Analisis dilakukan untuk
mengidentifikasi akar permasalahan serta potensi solusi.

. Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut (Action Plan)

Unit kerja terkait menyusun rencana aksi yang memuat langkah-langkah
perbaikan, penanggung jawab pelaksana, target waktu penyelesaian, serta
indikator keberhasilan. Rencana aksi ini disusun berdasarkan hasil evaluasi
dan disesuaikan dengan kapasitas serta sumber daya yang tersedia.

. Penetapan Rencana Aksi oleh Pimpinan

Rencana aksi yang telah disusun kemudian dibahas dan disetujui oleh
pimpinaninstansi sebagai bentuk komitmen dan arahan pelaksanaan tindak
lanjut.

. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Unit kerja menjalankan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rencana
aksiyang telah disepakati. Pelaksanaan dapat mencakup revisi dokumen
perencanaan, perbaikan proses kerja, penguatan koordinasi, atau
peningkatankapasitas SDM.

. Pemantauan dan Pelaporan Berkala

Proses tindak lanjut dimonitor secara berkala untuk memastikan
pelaksanaannya sesuai dengan jadwal dan target. Laporan pelaksanaan
tindaklanjut disusun secara periodik untuk dilaporkan kepada pimpinan dan
pihak terkait.

. Evaluasi Ulang dan Pembelajaran
Setelah tindak lanjut dilaksanakan, dilakukan evaluasi ulang untuk menilai

efektivitas tindakan yang telah diambil. Hasilnya menjadi pembelajaran bagi

siklus manajemen kinerja berikutnya.



CAPAIAN KINERJA PN.PELALAWAN TRIWULAN Il TAHUN 2025

BAB I

HASIL TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI

Permasalahan/Tem

uan .| Penanggung Status
No Monitoring dan Rekomendasi Jawab Target Waktu Pelaksanaan | Keterangan
Evaluasi

1 Capaian kinerja Agar kiranya  |panitera Triwulan IV Dapat .
pada indikator dapat merevisi dilaksanakan
kinerja persentase  farget sehingga
perkara anak yang |memenuhi
diselesaikan dengan [riteria SMART
diversi menetapkan
target 1%,namun
realisasi mencapai
100% sehingga
capaian menjadi
1000% dinilai tidak
wajar atau anomali
Capaian kinerja Agar kiranya  |panitera Triwulan IV Dapat =

pada indikator
persentase perkara
yang diselesaikan
dengan mediasi
menetapkan target
1%,namun realisasi
mencapai 17,65%
sehingga capaian
menjadi 882% dinilai
tidak wajar atau
anomali

dapat merevisi
target sehingga
memenubhi
kriteria SMART

dilaksanakan




BAB Il
PENUTUP

Demikian laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
Triwulan 1l Pengadilan Negeri Pelalawan ini disusun sebagai bentuk komitmen
dalam meningkatkan tata kelola organisasi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tindak
lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang telah dilakukan.
Melalui laporan ini, diharapkan seluruh rekomendasi dan temuan yang telah
diidentifikasi dalam proses monev dapat ditindaklanjuti secara nyata, terarah, dan
berkelanjutan.

Penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran
komprehensif mengenai langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan
oleh unit kerja/instansi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat
tata kelola organisasi, serta mendorong tercapainya target dan sasaran strategis
yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa upaya perbaikan dan peningkatan kinerja adalah
proses yang terus berkembang. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai
pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan pelaksanaan tindak lanjut di
masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi
bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan kinerja organisasi yang lebih
baik, transparan, dan akuntabel.



PEN GADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

JI. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
Telp. 0761 493134 (K ) 493135 (P ) 493132, 493133, Fax. 0761 95099
Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id
KABUPATEN PELALAWAN
————*—_———'w

Pangkalan Kerinci, 21 Oktober 2025

Perihal : Undangan Rapat TLHP Capaian Kinerja TW IlI
Kepada : Ketua,Wakil Ketua, Hakim, Panitera , Sekretaris, Pejabat Struktural
Pejabat Fungsional

Dengan ini Dimohon Kehadiran Bapak / Ibu untuk dapat mengikuti
kegiatan Rapat Tidak Lanjut Monitoring Capaian Kinerja Triwulan Il Tahun
2025 akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu,22 Oktober 2025
Pukul : 09.00 s.d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Cakra

Demikian undangan ini di sampaikan atas perhatian dan kesediaan
Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

SEKRETARIS

RISA RESTU SARI, S.T



. PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

JI. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
Telp. 0761 493134 (K) 493135 (P ) 493132, 493133, Fax. 0761 95099
Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id
KABUPATEN PELALAWAN
%

Hari /Tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025

Tempat : Ruang Sidang Cakra

Pukul : 09.00 s/d Selesai

Pimpinan Rapat : Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan

Peserta : Wakil Ketua Pengadilan,,Panitera, Sekretaris, Pejabat
Struktural/Fungsional

Agenda : Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

Periode Triwulan [l Tahun 2025

a.

9

PEMBUKAAN

Pembukaan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan

PEMBAHASAN
Kepala Sub.Bagian PTIP lbu Evi Dame Rotua Sitohang memaparkan

kembali hasil pengukuran capaian Kinerja Akuntabilitas Pengadilan Negeri

Pelalawan Periode Triwulan Ill tahun 2025,

a. Sasaran Strategis 1, terwujudnya proses peradilan yang adil, transparan
dan akuntabel mendapatkan nilai capaian sebesar 1.521%.

b. Sasaran Strategis 2, Peningkatan Efektivitas pengelolaan
penyelesaian perkara mendapatkan nilai capai sebesar 364%.

c. Sasaran Strategis 3, Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan mendapatkan nilai capaian sebesar 200% .

d. Sasaran Strategis 4, Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan

Pengadilan mendapatkan nilai capaian sebesar 0% .

2. Ketua Pengadilan menyampaikan bahwa hasil pada laporan monitoring dan

Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan Il tahun 2025 tidak terdapat
permasalahan dimana seluruh sasaran strategis telah mencapai pada target
yang sudah ditentukan bahkan lebih dari target pada perjanjian kinerja yang
telah ditetapkan.

Pada periode Triwulan Il terhadap pelaksanaan Indikator pelaksanan
putusan perkara yang berkuatan hukum tetap (eksekusi) belum dapat
dilaksanakan, diharapkan dapat terlaksana pada triwulan berikutnya.



4. Pimpinan menyampaikan untuk dapat melakukan revisi terhadap target

kinerja pada Indikator Kinerja perkara yang diselesaikan secara mediasi dan
perkara yang diselesaikan secara diversi sehingga mendapatkan hasil yang

relevan dan memenuhi prinsip SMART.

. Ketua Pengadilan mengingatkan kembali untuk Seluruh Hakim, Para

Panmud, Para Kasubbag untuk dapat mendorong budaya kerja yang adaptif
dan berorientasi hasil, melakukan monitoring atas setiap tupoksi sebagai
bagian dari penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).

KESIMPULAN

Secara umum, capaian seluruh indikator kinerja, sudah dapat dinyatakan
“Berhasil” karena dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun
keberhasilan capaian tersebut harus didukung oleh beberapa faktor antara
lain: keterlibatan pimpinan, peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi,
peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana
sebagai faktor penunjang.

PENUTUP

Demikian dianggap cukup, Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan menutup
acara pada pukul 10.00 WIB dan mengucapkan terima kasih kepada
seluruh peserta rapat.

Notulen Ketua

= e /

Evi Dame Rotua. S.IP Andry Simbolon, SH.,MH




Dokumentasi Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Periode Triwulan |1l Tahun 2025




DAFTAR HADIR

Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Periode Triwulan Il Tahun 2025
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LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI
CAPATJAN KINERJA
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2025




LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025

I. Dasar Hukum

a. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Bagian Keenam Pasal 18 dan 19;

b. Rekomendasi Kementrian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil
Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja
(PK) yang telah ditanda tangani sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja
pihak yang berjanji. Selain itu perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja
(PK) kedalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen
untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan
atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

c. Keputusan Sekretaris ~ Mahkamah ~ Agung  Republik  Indonesia ~ Nomor
2049/SEK/SK/X11/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

d. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan
Di Bawahnya

. Surat Keputusan Ketua ~Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor
27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di
Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

II. Capaian Kinerja
Perubahanterhadap pelaksanaan hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan

Periode Triwulan IV Tahun 2025 menyesuaikan dengan IKU Baru SK KMA No.27101/SEK/
SK.RA1.3/X/2025:

Sasaran

No. 2 Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
Strategis
I | Terwujudnya 1.1 | Persentase penyelesaian perkara
peradilan yang secara tepat waktu. 98% 98,42% 100%
efekiil, 1.2 | Persentase penyediaan
b /pengiriman Salinan putusan
akuntabfel, tepat waktu oleh pengadilan 98% 100% 102%
TeSponsive dan tingkat pertama kepada para
modern pihak

1.3 | Persentase pengiriman
pemberitahuan petikan/amar
putusan tingkat banding, kasasi
dan PK secara tepat waktu oleh
pengadilan pengaju kepada para
pihak

100% 100% 100%




1.4

Persentase pengiriman Salinan
putusan perkara pidana Tngkat
Banding, Kasasi dan PK tepat
waktu oleh Pengadilan pengaju
kepada para Pihak

100%

100%

100%

1.5

Persentase putusan pengadilan
yang diunggah pada direktori
putusan.

100%

100%

100%

1.6

Persentase penyelesaian
permohonan eksekusi putusan
perdata

20%

100%

500%

1.7

Persentase perkara yang berhasil
diselesaikan melalui pendekatan
keadilan restoratif

100%

100%

100%

1.8

Persentase perkara yang berhasil
diselesaikan melalui mediasi.

16%

25%

156%

1.9

Persentase perkara anak yang
berhasil diselesaikan melalui
diversi

100%

1.10

Persentase
perkara perdata tingkat pertama
yang menggu- nakan e- Court

100%

100%

100%

Persentase perkara pidana yang
dilimpahkan secara elektronik
(e-berpadu)

100%

100%

100%

1.12

Persentase layanan perkara
pidana yang diajukan secara
elektronik (e-berpadu)

100%

100%

100%

Rata

- Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

130%

Meningkatnya
tingkat keyakinan
dan kepercayaan
publik

Indeks  kepuasan  pengguna
layanan pengadilan berdasarkan
standar layanan yang ditetapkan

3.98

3.99

100,25

Rata

Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

100,25

Terwujudna
Manajemen
peradilan yang
transparan dan
Profesional

3:1

Indeks Profesionalit as Aparatur
Sipil Negara (IP ASN) Satuan
Kerja Pengadilan

84

90,76

108

3.2

Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
DIPA 01 Badan Urusan
Administrasi

97

94,90

97,83

33

Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan
Umum

97

97.45

100




3.4 | Nilai Kinerja Perencanaan

Anggaran DIPA 01 Badan 100 125
.. . 80

Urusan Administrasi

3.5 | Nilai Kinerja Perencanaan

Anggaran DIPA 03 Ditjen 85 106

Badan Peradilan Umum &0
3.6 | Nilai Indikator Pengelolaan Aset

(IPA) Satuan Kerja Pengadilan 3 3 100
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 106

III. Analisa Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan,akuntabel, responsif
dan modern

1.1 Indikator Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.

Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan
Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada
tahun berjalan. Berikut rincian perkara yang putus tepat waktu periode Triwulan IV Tahun

2025 .
Jumlah Jumlah Jumlah
Perkara yang | Perkara yang | Perkara yang ey :
S Putus dibulan | Putus Tepat | Putus Tidak Tatget | Realisasi |, Capaian
ini Waktu Tepat Waktu

Oktober 87 85 0 98% 97,70% 99,69%
November 54 54 0 8% | 100% 102%
Desember 50 49 0 98% | 100% 102%
Jumlah 191 188 0 98% 98,42% 100%

Pada periode Triwulan IV, jumlah perkara (Pidana,Perdata) yang putus sebanyak 191
perkara dan terdapat 1 perkara perdata yang penelesaianna tidak tepat waktu. Dimana pada
indikator ini menetapkan target sebesar 98%, sehingga realisasi persentase perkara yang
diselesaikan secara tepat waktu untuk periode Triwulan IV mencapai 100%.

1.2 Indikator Penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat
pertama kepada para pihak

Indikator kinerja Penyediaan/pengiriman putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat
waktu dengan jumlah perkara yang di putus. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11
Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No.2 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata sudah harus menyediakan



salinan putusan dalam waktu 14 hari sejak putusan diucapkan. Berikut Rincian Triwulan IV Tahun
2025:

Jumlah Jumlah
5 Penyediaan/
Penyediaan/ T
Benoih Pengiriman
engiriman ;
Perkara yang Sl Pt on Salinan
Bulan Putus Bulan Pl Putusan Target Realisasi Capaian
Ini ko Perkara yang
dikirim ke Para S
7 dikirim ke Para
Pihak Tepat : :
Wal Pihak Tidak
Tepat Waktu
Oktober 87 87 0 98% 100% 102%
November 54 54 0 98% 100% 102%
Desember 50 50 0 98% 100% 102%
Jumlah 191 191 0 98% 100% 102%

Pada periode Triwulan IV Tahun 2025, dari 191 perkara yang putus seluruhnya dapat
disampaikan secara tepat waktu dimana pada indikator ini memiliki target capaian sebesar 98%
sehingga capaian kinerja untuk indikator Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Perkara
(Pidana,perdata) yang dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu pada Triwulan IV sebesar 102%.

1.3 Indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding,
kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator kinerja ini merupakan perbandingan Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan
(Pidana,perdata) tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu dengan jumlah petikan

atau amar putusan Banding,Kasasi, PK yang diterima Pengadilan pengaju  Berikut
persentasenya untuk periode Triwulan IV :
Jumlah pengiriman
pet}]ll(l;nnl/zl;ar pemberitahuan
putusan perkara p:ltllsl:]n{?mz; t
Bulan tingkat baﬁl(;in ka: ags S Target Realisasi | Capaian
banding, kasasi & i
dan PK yg PK yg dlsan}pal an
S kepada pihak
diterima
secara tepat waktu
Oktober 5 5 100% 100% 100%
November 10 10 100% 100% 100%
Desember 10 10 100% 100% 100%
Jumlah 25 25 100% 100% 100%
Persentase Indikator Kinerja Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan
1) g

Perkara (Pidana,perdata) Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara tepat
waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak dengan capaian sebesar 100%, sesuai



dengan target yang telah ditetapkan.Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh
pemberitahuan petikan/amar putusan perkara pidana pada tingkat banding, kasasi, dan PK
selama periode penilaian telah disampaikan kepada para pihak tepat waktu, sesuai dengan
ketentuan dan Standar Operasional Prosedur Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

1.4 Indikator Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, Kasasi
PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Indikator Kinerja “ Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding,
Kasasi PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak” adalah Jumlah Salinan
putusan yang dikirim kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah Salinan putusan
banding, Kasasi dan PK yang diterima pengadilan Pengaju. Berikut persentasenya untuk
periode Triwulan IV :

Jumlah Salinan | Jumlah Salinan
putusan putusan yang
Bulan banding, dikirim kepada Target | Realisasi | Capaian

Kasasi dan PK | para pihak secara

yang diterima tepat waktu
Oktober 5 5 100% 100% 100%
November 9 9 100% 100% 100%
Desember 12 12 100% 100% 100%
Jumlah 26 26 100% 100% 100%

Untuk priode Triwulan IV Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat
banding, Kasasi PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak mencapai 100%
sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pengadilan Negeri Pelalawan telah
melaksanakan pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan
peninjauan kembali (PK) kepada para pihak secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan
Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Seluruh putusan yang diterima sebagai
pengadilan pengaju telah disampaikan tanpa keterlambatan, sehingga indikator kinerja ini
mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan tertibnya administrasi
perkara serta komitmen pengadilan dalam memberikan kepastian hukum dan pelayanan
yang profesional.

1.5 Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori Putusan

Indikator Kinerja “Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori Putusan”
adalah Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang
telah diminutasi. Dimana indikator ini bertujuan untk mengukur kepatuhan pengadilan untuk
mengunggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara
diminutasi.Berikut persentasenya untuk periode Triwulan [V :



Jumlah Jumlah putusan
Bulan pututse 212}3’ ang }1,)21%%1 ?;:::fg)? Target | Realisasi | Capaian
diminutasi putusan
Oktober 87 87 100% 100% 100%
November 54 54 100% 100% 100%
Desember 50 50 100% 100% 100%
Jumlah 191 191 100% 100% 100%

Pada Triwulan IV Indikator Kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada
Direktori Putusan dengan capaian sebesar 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Capaian ini merupakan bentuk komitmen Pengadilan Negeri Pelalawan dalam
melaksanakan keterbukaan informasi publik, sebagaimana diamanatkan dalam Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar
Pelayanan Informasi Publik dimana pengunggahan putusan secara konsisten dilakukan
sebagai upaya memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat, pencari keadilan.

1.6 Indikator Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

Indikator Kinerja “ Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata “ adalah
Perbandingan Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan
jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi. Dimana Permohonan eksekusi yang
diselesaikan meluputi: 1.Berhasil dilaksanakan esekusi, 2. Dicabut, 3. Dicoret dari register
termasuk non executable.

Jumlah
putusan | Jumlah permohonan
Bulan p ;;iagta ek;:fg:;ap;;g;an Target | Realisasi | Capaian
dimohonan diselesaikan

eksekusi
Oktober 0 0 20% 0 0
November 1 1 20% 100% 500%
Desember 0 0 20% 0 0
Jumlah 1 1 20% 100% 500%

Pada Triwulan IV tepatnya pada bulan November terdapat putusan perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi) sehingga penyelesaian persentase Putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi) mencapai 500% dengan target tahunan yang telah direvisi
menjadi 20%.



1.7 Indikator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan
Reftoratif.

Indikator kinerja “Persentase Jumlah Putusan yang berhasil diselesaikan melalui
pendekatan Keadilan Reftoratif.” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan
melalui pendekatan keadilan Restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi Kriteria
penerapan pendekatan keadilan Restoratif. Berikut rincian perkara yang menggunakan
pendekatan keadilan Restoratif periode Triwulan IV Tahun 2025 :

Jumlah perkara Jumlah Putusan

yang memenubhi yang berhasil
Bulan kriteria penerapan |diselesaikan melalui|  Target Realisasi Capaian
pendekatan pendekatan

keadilan Restoratif] Keadilan Reftoratif

Oktober 0 0 100% 0 0
November 0 0 100% 0 0
Desember 12 12 100% 100% 100%
Jumlah 12 12 100% 100% 100%

Pada periode Triwulan IV Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan telah berhasil melakukan
penyelesaian 12 perkara untuk indikator Putusan yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan
Keadilan Reftoratif.

1.8 Indikator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi.

Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah
perkara yang diselesikan melalui mediasi berhasil dangan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.
Dimana jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan
berhasil yang dibuktikan degan akta perdamaian. Sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang
prosedur Mediasi di Pengadilan. Berikut persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi periode
Triwulan IV :

Jumlah Jumlah
Perkara | perkara yang
Bulan v};zlli di:eig;a;?li(lan Target | Realisasi | Capaian
dilakukan melalui
Mediasi mediasi
Oktober 3 0 16% 0 0
November 5 0 16% 0 0
Desember 4 1 16% 25% 156%
Jumlah 12 1 16% 25% 156%




Pada Triwulan IV Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan berhasil melaksanakan mediasi
berhasil sebanyak 1 perkara dari 4 perkara yang wajib dilakukan mediasi. Sehingga persentase
realisasi pada indikator yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi sebesar 156% hal ini Sesuai
dengan PERMA NO.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

1.9 Indikator Persentase perkara Perkara Anak yang diselesaikan melalui Diversi.

Indikator kinerja “Persentase perkara anak yang diselesikan dengan Diversi” adalah
perbandingan jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dengan jumlah
perkara anak yang telah selesai proses diversi. Berikut persentase perkara anak yang
diselesikan dengan diversi :

o Jumlah perkara
Perkara
anak ang dhat it :
Bulan RLATE o berhasil Target | Realisasi | Capaian
: diselesaikan
hisyarat e
.~ . | melalui diversi
diversi
Oktober 0 0 100% 0 0
November 0 0 100% 0 0
Desember 0 0 100% 0 0
Jumlah 0 0 100% 0 0

Pada periode Triwulan IV Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator persentase perkara
anak yang diselesaikan dengan diversi di Pengadilan Negeri Pelalawan belum dapat tercapai.
Hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan
proses diversi.

1.10 Indikator Persentase perkara Perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Cour.

Indikator kinerja “Persentase perkara Perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court”
adalah perbandingan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-
Court dengan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan. Berikut persentase
periode Triwulan IV :



jumlah perkara
perdata tingkat | jumlah perkara
Bulan petiama yang pelia Hnpeal Target Realisasi Capaian
diajukan pertama yang & P
menggunakan e- diajukan
Court

Oktober 17 17 100% 100% 100%
November 10 10 100% 100% 100%
Desember 9 9 100% 100% 100%
Jumlah 36 36 100% 100% 100%

Pengadilan Negeri Pelalawan telah mengimplementasikan penyelesaian perkara perdata tingkat
pertama melalui aplikasi e-Court secara optimal, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran panjar
biaya, pemanggilan para pihak, hingga persidangan elektronik (e-Litigasi). Pelaksanaan layanan ini
berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan
Mahkamah Agung No.1 Tahun 20219 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik serta Surat Edaran dan Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
terkait optimalisasi penggunaan e-Court. Penerapan e-Court tersebut mendukung percepatan
penyelesaian perkara, peningkatan efisiensi biaya, dan transparansi layanan peradilan.

1.11  Indikator Persentase perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-
Berpadu).

Indikator kinerja “Persentase perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-
Berpadu)” adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik
dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan. Berikut persentase perkara Pidana yang
dilimpahkan secara elektronik periode Triwulan IV :

jumlah
perkara
pidana
t::g:; Jjumlah perkara
Bulan P i pidana yang Target Realisasi Capaian
e dilimpahkan
dilimpahkan
secara
elektronik
(e-Berpadu)
Oktober 70 70 100% 100% 100%
November 44 44 100% 100% 100%
Desember 43 43 100% 100% 100%
Jumlah 157 157 100% 100% 100%




Pada periode Triwulan IV Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator Persentase perkara
Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) mencapai 100% sesuai dengan
target yang telah ditentukan. Dimana Pengadilan Negeri Pelalawan melaksanakan penerimaan dan
pengelolaan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu sebagai
wujud modernisasi administrasi peradilan. Seluruh berkas perkara pidana dari penuntut umum diterima,
diverifikasi, dan diproses secara elektronik sesuai ketentuan, sehingga meningkatkan efisiensi,
ketepatan waktu, dan akurasi administrasi perkara. Penerapan e-Berpadu mendukung transparansi,
akuntabilitas, serta integrasi sistem peradilan pidana secara terpadu.

1.12 Indikator Persentase Layanan perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-
Berpadu).

Indikator kinerja “Persentase Layanan perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-
Berpadu)” adalah perbandingan jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara
elektronik dengan jumlah layanan perkara pidana.Berikut persentase Layanan perkara
Pidana yang diajukan secara elektronik periode Triwulan IV :

jumlah
layanan
perkara
pidana yang | jumlah layanan Shar: ;
Bulan Hlogukian St it Target | Realisasi | Capaian
secara
elektronik
(e-Berpadu)
Oktober 175 175 100% 100% 100%
November 245 245 100% 100% 100%
Desember 224 224 100% 100% 100%
Jumlah 644 644 100% 100% 100%

Pada periode Triwulan IV Tahun 2025, Capaian kinerja untuk indikator Layanan perkara
Pidana yang diajukan secara elektronik e-Berpadu mencapai 100% sesuai dengan target yang
telah ditentukan. Pengadilan Negeri Pelalawan telah mengimplementasikan layanan perkara pidana
yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu sebagai wujud modernisasi administrasi
perkara dan peningkatan efisiensi pelayanan. Melalui e-Berpadu, proses pelimpahan berkas perkara
pidana dari penuntut umum hingga tahapan persidangan dapat dilakukan secara terintegrasi, cepat, dan
transparan. Penerapan layanan ini mendukung tertib administrasi perkara serta memperkuat koordinasi
antar aparat penegak hukum sesuai kebijakan Mahkamah Agung.



2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Keakinan dan Kepercayaan Publik
2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar Layanan yang
ditetapkan

Pengukuran Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan berpedoman
pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai
konversi interval IKM index harus > 80. Pengukuran menggunakan aplikasi Survey

Pelayanan Elektronik (SISUPER).Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan
masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan.

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

PENGADILAN NEGER! PELALAWAN
NILAI INDEKS

3,99 /99,75 % S .

Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan mendapatkan Indeks Kepuasan
Masyarakat sebesar 3,99 dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 3.98.
Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah memberikan pelayanan
yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan
perundangan - undangan yang mengaturnya.

3. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional
3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Untuk Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
capaian kinerja diukur secara tahunan karena metode penghitungan IP ASN dilakukan
secara kumulatif dan ditetapkan pada akhir tahun anggaran. Pengukuran IP ASN Pada
Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan target IP ASN sebesar 84%.
Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi IP ASN Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2025
mencapai 90,76%, sehingga capaian kinerja sebesar 108 %. Capaian tersebut menunjukkan
bahwa profesionalitas ASN di lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan telah melampaui
target kinerja yang ditetapkan untuk tahun berjalan.
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3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan
Administrasi

Untuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 diukur secara tahunan,
karena penilaiannya dilakukan berdasarkan akumulasi data pelaksanaan anggaran selama satu
tahun anggaran. Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan target IKPA
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Indeks sebesar 97. Berdasarkan hasil pengukuran melalui
Aplikasi My Intress Kementrian Keuangan, realisasi nilai kinerja pelaksanaan anggaran
Pengadilan Negeri Pelalawan DIPA 01 BUA mencapai Indeks 94,90 dimana realisasi ini
dibawah dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada pertengahan bulan Oktober
2025 Pengadilan negeri Pelalawan mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Renovasi
Gedung Arsip senilai Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) dan di awal bulan November
2025 juga mendapatkan ABT Tenaga Alih Daya senilai RP. 13.684.000.- (Tiga Belas Juta
Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu rupiah) yang mana hal ini berdampak pada Deviasi
Hal III DIPA 01 PN Pelalawan dimana untuk Rencana Penarikan Dana (RPD) TW IV
dilaksanakan di awal Bulan Okotber 2025 sehingga angka Deviasi Hal III DIPA 01 terlalu kecil
karena tidak sesuai dengan RPD yang telah di tetapkan.
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3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan
Umum.

Untuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 diukur secara tahunan,
karena penilaiannya dilakukan berdasarkan akumulasi data pelaksanaan anggaran selama satu
tahun anggaran. Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan target Indeks
IKPA DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum sebesar 97. Berdasarkan hasil pengukuran
melalui Aplikasi My Intress Kementrian Keuangan, realisasi nilai kinerja pelaksanaan anggaran
Pengadilan Negeri Pelalawan DIPA 03 BADILUM mencapai Indeks 97,45. Capaian tersebut
menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan
sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Intress

neikator Pelaksanaan Anguarar Sat<er

3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi diukur capaiannya secara
tahunan karena penilaian indikator ini merupakan akumulasi kualitas perencanaan anggaran secara
keseluruhan dalam satu tahun anggaran. Adapun pengukuran Indikator Kinerja Perencanaan
Anggaran DIPA 01 BUA dilakukan berdasarkan dua aspek utama, yaitu efektivitas dan
efisiensi. Aspek efektivitas memiliki bobot 75%, yang terdiri atas nilai capaian indikator
sasaran strategis K/L sebesar 25%, agregasi capaian Indikator Kinerja Program (IKP) unit
eselon sebesar 25%, serta agregasi capaian Rincian Output (RO) satuan kerja sebesar 30%.
Sementara itu, aspek efisiensi memiliki bobot 25%, yang diukur melalui agregasi nilai efisiensi
satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran.Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan
menetapkan target Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 sebesar Indeks 80.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui Aplikasi MONEV Kementerian Keuangan yang
mengintegrasikan berbagai indikator pengelolaan anggaran, realisasi capaian indikator ini
mencapai Indeks 100, sehingga tingkat capaian kinerja yang diperoleh diatas dari target yang
sudah ditentukan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran Pengadilan
Negeri Pelalawan telah disusun dan dilaksanakan secara sangat efektif dan efisien, serta
mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara optimal.
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3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum diukur capaiannya
secara tahunan karena penilaian indikator ini merupakan akumulasi kualitas perencanaan anggaran secara
keseluruhan dalam satu tahun anggaran. Adapun pengukuran Indikator Kinerja Perencanaan
Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum dilakukan berdasarkan dua aspek utama,
yaitu efektivitas dan efisiensi. Aspek efektivitas memiliki bobot 75%, yang terdiri atas nilai
capaian indikator sasaran strategis K/L sebesar 25%, agregasi capaian Indikator Kinerja
Program (IKP) unit eselon sebesar 25%, serta agregasi capaian Rincian Output (RO) satuan
kerja sebesar 30%. Sementara itu, aspek efisiensi memiliki bobot 25%, yang diukur melalui
agregasi nilai efisiensi satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran.Pada Tahun 2025, Pengadilan
Negeri Pelalawan menetapkan target Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03
sebesar Indeks 80. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui Aplikasi MONEV
Kementerian Keuangan yang mengintegrasikan berbagai indikator pengelolaan anggaran,
realisasi capaian indikator ini tahun 2025 mencapai Indeks 85, sehingga tingkat capaian
kinerja yang diperoleh diatas dari target yang telah ditentukan. Capaian tersebut menunjukkan
bahwa perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Pelalawan telah disusun dan dilaksanakan
secara sangat efektif dan efisien, serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis
organisasi secara optimal.
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3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan diukur capaiannya secara
tahunan karena penilaian IPA dilakukan berdasarkan hasil akhir pengelolaan BMN dalam satu
tahun anggaran. Penghitungan indikator ini dilaksanakan setelah seluruh tahapan inventarisasi,
rekonsiliasi, pelaporan, dan evaluasi pengelolaan aset diselesaikan pada akhir tahun. Pada
Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan target Nilai Indikator Pengelolaan Aset
(IPA) dengan indeks 3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi indeks yang
dicapai Tahun 2025 sebesar 3,025, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100%.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BMN di lingkungan Pengadilan Negeri
Pelalawan telah dilaksanakan sesuai standar tata kelola aset yang ditetapkan dan memenuhi
seluruh kriteria penilaian yang dipersyaratkan.
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IV. Kesimpulan

Laporan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Triwulan IV Tahun 2025
menyajikan pencapaian 3 (Tiga) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 12 indikator
pada Sasaran I: Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan
modern dan 1 indikator pada Sasaran II : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan
Kepercayaan Publik, dan 6 Indikator pada Sasaran III : Terwujudnya Manajemen Peradilan
yang Transparan dan Profesional.

Secara umum, rata-rata capaian pada indikator kinerja periode triwulan IV,
dinyatakan “Berhasil” karena terdapat 12 Indikator yang dapat mencapai target yang telah
ditetapkan bahkan bahkan ada yang melampui target dengan capaian di atas 100%. Namun
untuk Capaian Kinerja pada Sararan strategis III Terwujudnya Manajemen Peradilan yang
Transparan dan Profesional belum dapat dilakukan pengukuran capaian Kinerja untuk
periode Triwulan, ini dikarenakan perhitungan indikator hanya dapat dilaksanakan pada
akhir tahun pada penilaian kinerja akhir tahun.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain : adanya
kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan
ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

V. Rekomendasi

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar
menjadi fokus perbaikan kinerja di Periode mendatang. Untuk mengatasi kendala dan
permasalahannya, Pengadilan Negeri Pelalawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
harus berupaya :

9,

% Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder
komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan civil society sebagai bahan integral dari
pengadilan

Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara

Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan

Mereviu target Rencana Strategis

R/ 0, @,
0‘0 0.0 0‘0

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV tahun 2025
dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 12 Januari 2025

Ketua Pengadilan NTT&I

Dr.Andry Simbol¢n,SH.,MH




@)\ PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

JI. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
Telp. 0761 493134 (K ) 493135 (P ) 493132, 493133, Fax. 0761 95099
Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN
m

Pangkalan Kerinci, 13 Januari 2026

Perihal : Undangan Rapat
Kepada : Ketua,Wakil Ketua, Hakim, Panitera , Sekretaris, Pejabat Struktural
Pejabat Fungsional, Staf dan PPNPN

Dengan ini Dimohon Kehadiran Bapak / Ibu untuk dapat mengikuti
kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun
2025 akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 14 Januari 2026
Pukul : 10.00 s.d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Cakra

Demikian undangan ini di sampaikan atas perhatian dan kesediaan
Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

SEK RIS

RISA RESTU SAR|, S.T



PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

JI. HANG TUAH SP VI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
Telp. 0761 493134 (K) 493135 (P ) 493132, 493133, Fax. 0761 95099
Website : pn-pelalawan.go.id, Email: Info@pn-pelalawan.go.id

KABUPATEN PELALAWAN
Hari /Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026
Tempat : Ruang Sidang Cakra PN Pelalawan
Pukul :10.00 s/d Selesai
Pimpinan Rapat : Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan
Peserta :Ketua, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim ,Panitera, Sekretaris,

Pejabat Struktural/Fungsional dan pelaksana pada Pengadilan
Negeri  Pelalawan.

Agenda ‘Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Periode

Triwulan IVTahun 2025

PEMBUKAAN

a. Pembukaan acara oleh MC
PEMBAHASAN

Kepala Sub bagian PTIP I|bu Evi Dame Rotua Sitohang memaparkan hasil
pengukuran Capaian Kinerja PN.Pelalawan periode triwulan ke 1V 2025, yang
mana pelaksanaan hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri
Pelalawan Periode Triwulan IV Tahun 2025 menyesuaikan dengan IKU Baru
SK KMA No.27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025:

1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Periode Triwulan IV tahun

2025 mendapatkan capaian kinerja sebesar 112% dengan masing nilai

capaian sararan strategi adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis 1, terwujudnya proses peradilan yang adil, transparan
dan akuntabel responsive dan modern mendapatkan nilai capaian sebesar
130%.

b. Sasaran Strategis 2, Peningkatan tingkat keyakinan dan kepercaaan
public mendapatkan nilai capai sebesar 100,25%.

c. Sasaran Strategis 3, Terwujudna Manajemen peradilan yang transparan dan
Profesional mendapatkan nilai capaian sebesar 106% .



. Pada periode Triwulan IV tahun 2025, jumlah perkara pidana perdata yang
putus sebanyak191 perkara dan dimana 188 perkara yang dapat
diselesaikan secara tepat waktu. Sehingga capaian seluruhnya perkara
perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 98,42% dari target yang
telah ditetapkan sebesar 90% dengan hasil capaian sebesar 100%.

. Pada periode Triwulan IV Tahun 2025, dari 191 perkara yang putus seluruhnya
dapat disampaikan secara tepat waktu dimana pada indikator ini memiliki target
capaian sebesar 98% sehingga capaian kinerja untuk indikator
Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Perkara (Pidana,perdata) yang dikirim ke
Para Pihak Tepat Waktu pada Triwulan IV sebesar 102%.

. Persentase Indikator Kinerja Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar
Putusan Perkara (Pidana,perdata) Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan
Kembali (PK) secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak pada
triwulan IV dengan capaian sebesar 100%, dengan jumlah putusan yang
disampaikan berjumlah 25.

. Untuk priode Triwulan IV Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana
tingkat banding, Kasasi PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pengadilan Negeri
Pelalawan telah melaksanakan pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat
banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) kepada para pihak secara tepat
waktu sesuai dengan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

. Pada Triwulan 1V Indikator Kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah
pada Direktori Putusan terdapat 191 putusan dengan capaian sebesar 100%,
sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini merupakan bentuk
komitmen Pengadilan Negeri Pelalawan dalam melaksanakan keterbukaan
informasi publik.

. Pada Triwulan IV tepatnya pada bulan November terdapat putusan perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi) sehingga penyelesaian persentase Putusan perkara
perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) mencapai 500% dengan target tahunan
yang telah direvisi menjadi 20%.

. Pada periode Triwulan 1V Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan telah berhasil
melakukan penyelesaian 12 perkara untuk indikator Putusan yang berhasil
diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Reftoratif.

. Selanjutnya pada bulan Desember berhasil melaksanakan mediasi berhasil
sebanyak 1 perkara dari 4 perkara yang wajib dilakukan mediasi. Sehingga
persentase realisasi pada indikator yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi
sebesar 156% hal ini Sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan.



17.

18.

19.

20.

Keuangan, realisasi nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pengadilan Negeri
Pelalawan DIPA 03 BADILUM mencapai Indeks 97,45. Capaian tersebut
menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara tertib, tepat
waktu, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi memiliki
target sebesar Indeks 80. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui Aplikasi
MONEV Kementerian Keuangan yang mengintegrasikan berbagai indikator
pengelolaan anggaran, realisasi capaian indikator ini mencapai Indeks 100.
Sedangkan Perencanaan Anggaran DIPA 03 memiliki target sebesar Indeks 80.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui Aplikasi MONEV Kementerian
Keuangan yang mengintegrasikan berbagai indikator pengelolaan anggaran,
realisasi capaian indikator ini tahun 2025 mencapai Indeks 85.

Pada periode Triwulan IV Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja
Pengadilan menetapkan target Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) dengan
indeks 3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi indeks yang dicapai
Tahun 2025 sebesar 3,025, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100%.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BMN di lingkungan Pengadilan
Negeri Pelalawan telah dilaksanakan sesuai standar tata kelola aset yang
ditetapkan dan memenuhi seluruh kriteria penilaian yang dipersyaratkan.
REKOMENDASI PIMPINAN

Setelah mendengarkan hasil pemaparan Capaian Kinerja Triwulan IV tahun
2025 oleh Kasubag PTIP, ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi dari

pimpinan diantaranya :

1. Seluruh bagian agar segera memahami dan menyesuaikan dengan
pelaksanaan kinerja sesuai IKU terbaru dari Mahkamah Agung.

2. Monitoring capaian kinerja dilakukan secara rutin setiap
bulan/triwulan untuk memastikan target tercapai.

3. Indikator yang belum maksimal agar segera ditindaklanjuti dengan
langkah perbaikan yang konkret.

4. Data kinerja harus akurat, konsisten, dan didukung oleh bukti yang
valid dari aplikasi pendukung.

5. Mengoptimalkan penggunaan layanan berbasis elektronik dalam
mendukung kinerja.

6. Setiap hasil monev agar ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang
jelas dan terukur.



7. Penilaian kinerja menjadi lebih objektif, sesuai dengan prinsip
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

8. Laporan SAKIP Pengadilan Negeri Pelalawan memenuhi prinsip
SMART, sehingga dapat menjadi dasar yang kredibel dalam
evaluasi kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

9. Dengan demikian, revisi target kinerja ini bukan semata-mata
penyesuaian angka, melainkan bentuk perbaikan tata kelola kinerja
agar hasil pengukuran benar-benar menggambarkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri

Pelalawan.

KESIMPULAN

Secara umum pimpinan menyampaikan bahwa capaian seluruh indikator
kinerja, sudah dapat dinyatakan “Berhasil” karena dapat melampaui target
yang telah ditetapkan. Adapun keberhasilan capaian tersebut harus
didukung oleh beberapa faktor antara lain: keterlibatan pimpinan,
peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi dari masing-masing bidang dan
adanya peningkatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kinerja, dan
ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

PENUTUP

Demikian dianggap cukup, Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan menutup

acara pada pukul 11.00 WIB dan mengucapkan terima kasih kepada
seluruh peserta rapat.
Notulen Ketua

Evi Dame Reffua Sitohang. S.IP Dr. Andry Simbolon, [SH.,MH



Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Periode Triwulan IV Tahun 2025




MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

HARI/ TANGGAL : RABU, 14 JANUARI 2026
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 PENGADILAN NEGERI
PELALAWAN KELAS IB

LAPORAN

TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI
CAPRIAN KINERJA

TRIWULAN IV
2025




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan
Evaluasi Capaian Kinerja ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan indak lanjut monitoring evaluasi capaian kinerja triwulan IV ini
disusun sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi kinerja instansi, sekaligus sebagai tindak lanjut atas hasil kegiatan
monitoring dan evaluasi (monev) terhadap capaian kinerja yang telah dilaksanakan
sebelumnya. Melalui laporan ini, diharapkan dapat terlihat secara jelas langkah-
langkah korektif dan perbaikan yang telah diambil atas rekomendasi monitoring dan
evaluasi, serta menjadi acuan dalam upaya peningkatan kinerja di masa yang akan
datang.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi
dalam penyusunan laporan ini, baik dari unsur pimpinan, tim monitoring dan evaluasi,
maupun seluruh bagiaan terkait. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat
dalam proses perbaikan berkelanjutan dan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif
untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pelalawan, Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan

bl

S

=
Andry Simbolon
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A

BAB |
PENDAHULUAN

DASAR PELAKSANAAN

. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU

No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan
Peradilan;

Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

SOP Pengadilan Negeri Pelalawan;

A RUANG LINGKUP TINDAK LANJUT ATAS MONITORING DAN
EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Laporan ini memuat tindak lanjut atas hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi
capaian kinerja yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan program, kegiatan,
dan target kinerja pada periode yang telah ditentukan. Ruang lingkup laporan
mencakup hal-hal berikut:

1.ldentifikasi Capaian Kinerja

Menguraikan hasil pemantauan dan evaluasi atas capaian indikator kinerja
utama dan indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam dokumen perjanjian
kinerja dan rencana kinerja tahunan.



2.Analisis Permasalahan dan Penyebab Ketidaktercapaian Kinerja Menjelaskan
faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi capaian kinerja, baik yang
menghambat maupun yang mendukung.

3.Rencana dan Realisasi Tindak Lanjut

Memuat langkah-langkah perbaikan yang telah atau akan diambil oleh unit kerja
terkait sebagai respons atas hasil monev, termasuk perbaikan proses, penguatan
kapasitas, atau revisi perencanaan.

4 Rekomendasi Hasil Evaluasi

Menyajikan rekomendasi yang diberikan oleh tim evaluasi, pimpinan, atau unit
pengawasan, serta respon instansi atas rekomendasi tersebut.

5.Dokumentasi Bukti Tindak Lanjut

Berisi lampiran atau ringkasan bukti pelaksanaan tindak lanjut, seperti notulen
rapat, surat tugas, laporan kemajuan, dan dokumen pendukung lainnya.
6.Pemantauan Tindak Lanjut Secara Berkala

Menjelaskan mekanisme pengawasan dan pelaporan berkala terhadap
pelaksanaan tindak lanjut yang telah direncanakan.

Ruang lingkup ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses
manajemen kinerja tidak berhenti pada evaluasi semata, tetapi berlanjut hingga
perbaikan yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.



A. TUJUAN PELAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA
Pelaporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi capaian kinerja disusun dengan

tujuan untuk:

1. Memberikan gambaran atas respons dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh
unit kerja atau instansi terhadap hasil monitoring dan evaluasi kinerja, baik atas
capaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan.

2. Memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti secara
konkret, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan manajemen berbasis kinerja.

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan,
melalui identifikasi akar masalah serta penyusunan rencana aksi yang relevan
dan terukur.

4. Mendukung proses pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan berbasis
data dan hasil evaluasi, baik pada level manajerial maupun operasional.

5. Mendorong budaya kerja yang adaptif dan berorientasi hasil (result-oriented),
sebagai bagian dari penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).

Membangun sistem umpan balik yang berkelanjutan antara proses perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut, dalam rangka peningkatan kinerja

instansi secara menyeluruh.

B. PROSES PELAKSANAAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA

pelaksanaan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja
dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa setiap
rekomendasi dan temuan evaluasi ditangani secara tepat. Adapun tahapan proses

pelaksanaan tindak lanjut tersebut meliputi:



BAB I

HASIL TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA PN.PELALAWAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

Permasalahan

[Temuan . | Penanggung Status
No Monitoring Rekomendasi Jawab Target Pelaksanaan | Keterangan
danEvaluasi Waktu
1 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Pada laporan Monitoring dan

Evaluasi Capaian kinerja
Triwulan IV Tahun 2025 tidak|
terdapat permasalahan dalam
pencapaian kinerja  dan
hasil yang diperoleh telah

sesuai dengan Penjanjian

Kinerja yang telah ditetapkan.




BAB il
PENUTUP

Demikian laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
Triwulan IV Pengadilan Negeri Pelalawan ini disusun sebagai bentuk komitmen
dalam meningkatkan tata kelola organisasi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tindak
lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang telah dilakukan.
Melalui laporan ini, diharapkan seluruh rekomendasi dan temuan yang telah
diidentifikasi dalam proses monev dapat ditindaklanjuti secara nyata, terarah, dan
berkelanjutan.

Penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran
komprehensif mengenai langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan
oleh unit kerja/instansi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat
tata kelola organisasi, serta mendorong tercapainya target dan sasaran strategis
yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa upaya perbaikan dan peningkatan kinerja adalah
proses yang terus berkembang. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai
pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan pelaksanaan tindak lanjut di
masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi
bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan kinerja organisasi yang lebih
baik, transparan, dan akuntabel.



DAFTAR HADIR

Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Periode Triwulan IV Tahun 2025
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